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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI |

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. Perubahan Kedua Atas | Rapat Panja Pembahasan | Laporan Timus dan Timsin kepada Panja terkait hasil perumusan
UU No. 11 Tahun 2008 RUU tentang Perubahan dan sinkronisasi terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU
tentang ITE Kedua atas UU Nomor 11 ITE.

Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) Komisi |
DPR RI dengan Tim Panja
Pemerintah tanggal 21

November 2023.
2. Rapat Kerja Komisi | DPR | Pembicaraan Tingkat | terhadap RUU tentang Perubahan Kedua
Rl dengan Pemerintah atas UU ITE, dengan acara:
(Menkominfo dan
Menkumham) tanggal 22 1. Pembukaan;
November 2023. 2. Laporan Panja kepada Raker terkait hasil pembahasan materi

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE;

Pendapat Akhir Mini Fraksi;

Pendapat Akhir Mini Pemerintah;

Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan;
Penandatanganan naskah RUU dan Penjelasan;
Penutup.

Nogokow

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN



Masa Sidang Il Tahun Sidang 2023-2024

(17 November - 05 Desember 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. 1. TVRI e TVRI BANDUNG:; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi | DPR RI Provinsi:
2. UNHAN e KOREM 043/Garuda | 1. Jawa Barat (Bandung): Penguatan LPP TVRI Jawa Barat sebagai
3. TNI Hitam. Media Publik yang Independen dan Netral untuk Penyiaran dan
Pemberitaan Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024.
Pada 23 - 25 November | 5 jawa Barat (Bogor): Peran Universitas Pertahanan Rl Dalam
2023. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Bidang Pertahanan
Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadikan
Universitas Pertahanan RI Sebagai Universitas Berkelas Dunia.
3. Lampung: mengetahui kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam
mendukung pengamanan Pemilu Tahun 2024 (mengundang
Pangdam ll/Sriwijaya dan menghadirkan Danrem di wilayah kerja
Kodam ll/Sriwijaya).
2. | MenluRI Pada 27 November Raker Komisi | DPR RI dengan Menlu Dalam rangka pembahasan:
2023. 1. Perkembangan situasi terkini di Gaza, Palestina;
2. Politik Luar Negeri RI dalam mengupayakan gencatan senjata untuk
kemanusiaan di Gaza dan mendukung perjuangan palestina.
3. | Menkominfo RI Pada 29 November 2023. | Raker Komisi | DPR RI dengan Menkominfo dalam rangka mengetahui
Peran Kemkominfo Dalam Melakukan Diseminasi Informasi dan
Dukungan Infratruktur TIK untuk Pemilu 2024.
4. | LPP RRIdan LPP TVRI Pada 29 November 2023. | RDP Komisi | DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI
dalam rangka mengetahui Peran LPP RRI dan LPP TVRI menyajikan
Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam pelaksanaan
Pemilu 2024.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI li

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | e BawasluRlI a. Pelaksanaan undang-undang; Komisi Il DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam
e DKPPRI b. Pelaksanaan keuangan negara; Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum
. Kemer_\terian Dalam dan/atau Republik Indonesia (BAWASLU Rl), dan Dewan
Negeri Rl c. Kebijakan pemerintah. Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik

Indonesia (DKPP RI) menyetujui:
Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR | 1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Rl dengan Ketua Bawaslu, Anggota Umum (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pemungutan
DKPP, dan PIt. Dirjen Politik dan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Pemerintahan Kementerian Dalam 2. Dengan catatan agar Bawaslu RI memperhatikan saran
Negeri RI, dengan agenda penyesuaian dan masukan dari Anggota Komisi [ DPR R,
Rancangan Peraturan Bawaslu, hari Kementrian Dalam Negeri dan DKPP RI.
Senin, 20 November 2023.

2. a. Pelaksanaan undang-undang; Terkait persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak Tahun
b. Pelaksanaan keuangan negara; 2024.

dan/atau

c. Kebijakan pemerintah.
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi || DPR
Rl ke Kabupaten Karo Provinsi
Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah,
dan DIY, pada tanggal 21 — 23
November 2023.

a. Pelaksanaan undang-undang;

b. Pelaksanaan keuangan negara;
dan/atau

c. Kebijakan pemerintah.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi || DPR
Rl ke Provinsi Aceh, Provinsi Jawa
Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan,
pada tanggal 28 — 30 November 2023.

Terkait persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak Tahun
2024,

a. Pelaksanaan undang-undang;

b. Pelaksanaan keuangan negara;
dan/atau

c. Kebijakan pemerintah,

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi || DPR
Rl ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi
Sumatera Utara, pada tanggal 1 - 3
Desember 2023.

Kabupaten Bekasi: Terkait persiapan dan kesiapan Pemilu
Serentak Tahun 2024.

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau: terkait
pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun
2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan Sesuai dengan hasil rapat Komisi Il DPR Rl dengan | RUU Usul Inisiatif Komisi Il
RUU tentang Penyadapan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR Rl pada tanggal | DPRRI.

13 November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi
kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan
masukan Anggota Komisi Ill DPR RI.

2. Penyusunan Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki Amanat Pasal 43J UU
Rancangan Peraturan DPR RI Rancangan Peraturan DPR Rl tentang TPPT Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pembentukan Tim berdasarkan masukan Komisi Ill tanggal 31 Januari | tentang Penetapan
Pengawas Pemberantasan 2023. Peraturan Pemerintah
Terorisme (TPPT) Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.

3. Pembahasan Komisi Ill masih menunggu kesiapan Pemerintah
RUU tentang Hukum Acara dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper.
Perdata
(selanjutnya disebut dengan
RUU tentang HAPER)

4, Pembahasan Komisi Il masih menunggu revisi draf RUU tentang
RUU tentang Perubahan Kedua Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf
atas UU Nomor 35 Tahun 2009 RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-
tentang Narkotika masing fraksi untuk dipelajari.

(selanjutnya disebut dengan
RUU tentang Narkotika)
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Tanggal 27 November
2023.

tentang Mahkamah Konstitusi dengan Tim
Pemerintah pada tanggal 27 November 2023.
Pembahasan mengenai Pasal 87 RUU tentang
Mahkamah Konstitusi.

Panja akan melanjutkan pembahasan pada tanggal
29 November 2023.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. Pembahasan Sesuai keputusan Rapat Intern Komisi Ill DPR RI

RUU tentang Perubahan Keempat tanggal 1 November 2023 bahwa pembahasan RUU

atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan

tentang Mahkamah Konstitusi kembali pada Tingkat Panja, dan diharapkan RUU

(selanjutnya disebut dengan tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui dalam

RUU tentang Mahkamah Pembahasan Tk. Il pada Rapat Paripurna Masa

Konstitusi) Persidangan Il Tahun Sidang 2023-2024 ini.

Rapat Panja Rapat Panja melanjutkan pembahasan draf RUU

Rapat Panja
tanggal 29 November
2023.

Sebelum melakukan pembahasan, Panja melakukan
Rapat Intern guna membahas rencana kerja RUU
tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian dilanjutkan
dengan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, salah
satu pembahasan mengenai substansi Pasal 87
RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Rapat Timus/Timsin
tanggal 29 November
2023.

Sesuai dengan Keputusan rapat Panja tanggal 29
November 2023, bahwa Panja dilanjutkan dengan
Rapat Timus/Timsin RUU tentang Mahkamah
Konstitusi tanggal 29 November 2023, kemudian
dilanjutkan dengan Laporan Timus/Timsin di Tingkat
Panja.

Rapat Panja
tanggal 29 November
2023.

Rapat Panja tanggal 29 November 2023 dengan
agenda laporan Timus/Timsin ke Panja dan Panja
melanjutkan pembahasan draf RUU tentang
Mahkamah Konstitusi.Pembahasan draf RUU

Konsinyering Rapat Panja
dan Rapat Timus/Timsin
dilaksanakan pada tanggal
29 November 2023 di Hotel
The Ritz-Carlton, Mega
Kuningan Jakarta.
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tentang Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan pada
Masa Persidangan Ill Tahun Sidang 2023-2024
yang akan datang.
. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Menteri Hukum dan HAM RI | Rapat Kerja Komisi Il DPR Rl dengan Kesimpulan rapat :
Menteri Hukum dan HAM RI dilaksanakan 1. Komisi Ill DPR RI mendukung komitmen
pada tanggal 21 November 2023. Menkumham untuk menjaga netralitas dan
kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan
Optimalisasi Peran dan Fungsi strategis dibidang Pemasyarakatan agar tidak
Kemenkumham jelang Pemilu 2024. mengurangi hak politik warga binaan yang telah

dijamin dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Komisi lll DPR Rl mendukung Menkumham
untuk menciptakan Pemilu 2024 yang bersih,
aman, damai, dan tertib; melalui peran dan
fungsi Kemenkumham diseluruh bidang dan
pelaksanaan layanan publik secara transparan
dan profesional.
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D. TUGAS KHUSUS

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Calon Hakim Agung dan Hakim

Ad Hoc HAM pada Mahkamah
Agung RI Tahun 2023.

Calon Hakim Aqung Kamar
Pidana:

1. Dr. Achmad Setyo
Pudjoharsoyo, S.H.,
M.Hum.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
Sigid Triyono, S.H., M.H.
Sutarjo, S.H., M.H.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

o wh

Calon Hakim Agung Kamar
Perdata:
1. Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Calon Hakim Agung Kamar

Tata Usaha Negara (khusus

pajak):

1. Dr. Ruwaidah Afiyati, S.E.,
S.H., M.M., M.H., CfrA.

Rapat Intern Komisi Il DPR
Rl tanggal 1 November 2023.

Komisi Ill DPR RI menerima surat dari Ketua Komisi Yudisial
Republik Indonesia Nomor 2679/PIM/RH.01.07/10/2023 tertanggal
20 Oktober 2023 Hal: Pengusulan Nama Calon Hakim Agung dan
Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023.

Sesuai Keputusan Rapat Intern Komisi Ill tanggal 1 November 2023,
bahwa Komisi Il akan melaksanakan pembahasan pemberian
persetujuan terhadap Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
pada Mahkamah Agung Tahun 2023 setelah mendapatkan
penugasan dari Pimpinan DPR Rl atau Bamus DPR RI.

Rapat Konsultasi Pengganti
Rapat Bamus tanggal 8

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
tanggal 8 November 2023 yang tertuang dalam Surat Pimpinan DPR

November 2023. RI Nomor T/842/PW.11.01/11/2023 tertanggal 9 November 2023,
bahwa Komisi Ill mendapat penugasan untuk melakukan
pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada
Mahkamah Agung Tahun 2023.

Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi lll DPR RI dengan Komisi Yudisial Rl (selaku Pansel

tanggal 20 November 2023
pukul 10.00 - 12.00 WIB.

Calon Hakim Agung & Hakim Ad Hoc HAM) dan PIt. Sekretaris

Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 November 2023 membahas :

1. Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada MA
Tahun 2023

2. Kebutuhan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI

Rapat dengan Calon Hakim
Agung & Hakim Ad Hoc HAM
tanggal 20 November 2023
pukul 14.00 - 15.30 WIB.

Pengambilan Nomor Urut Uji Kelayakan oleh 11 (sebelas) orang
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah
Agung Tahun 2023 dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah
selama 1 jam oleh para Calon Hakim.

Uji Kelayakan Calon Hakim
Agung dan Hakim Ad Hoc

Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad
Hoc HAM dilaksanakan selama 2 (dua) hari berdasarkan nomor urut
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pada Mahkamah Aqung :

1. Dr. Adriano, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Judhariksawan,
S.H., MH.

3. Dr. Manotar Tampubolon,

S.H., M.H.

tanggal 22 - 23 November
2023.

Masing-masing Calon memaparkan makalahnya dilanjutkan dengan
melakukan diskusi dengan Komisi |l DPR Rl dan sebelum
mengakhiri rapat para Calon Hakim menandatangani Surat
Pernyataan.

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
HAM pada Mahkamah yang telah diambil oleh masing-masing Calon Hakim pada tanggal 20
Calon Hakim Ad Hoc HAM Agung Tahun 2023 November 2023.

Rapat Pleno

Komisi |l DPR RI

tanggal 23 November 2023
pukul 19.00 WIB .

Rapat Pleno Komisi Ill DPR RI dalam rangka Pengambilan
Keputusan Pemberian Persetujuan atas Calon Hakim Agung dan
Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 tanggal 23
November 2023, dan setelah mendengarkan Pandangan Fraksi-
Fraksi, serta memutuskan Komisi Ill DPR Rl menyetujui 7 (tujuh)
orang Calon Hakim Agung Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Calon Hakim
Agung Kamar Pidana;

Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
Noor Edi Yono, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
Sigid Triyono, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
Sutarjo, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;

Dr. Yanto, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana; dan
. Agus Subroto, S H., M Kn., Calon Hakim Agung Kamar Perdata.

Nk wd

Rapat Paripurna DPR RI
tanggal 5 Desember 2023.

lepman Komisi Il DPR RI melaporkan hasil pembahasan Rapat Uji
Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada
Mahkamah Agung Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI
tanggal 5 Desember 2023.

Keputusan Rapat Paripurna :

DPR RI menyetujui Calon Hakim Agung Tahun 2023, sebagai

berikut:

1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Calon Hakim
Agung Kamar Pidana;
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NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
Noor Edi Yono, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
Sigid Triyono, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
Sutarjo, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana;

Dr. Yanto, S.H., M.H., Calon Hakim Agung Kamar Pidana; dan
Agus Subroto, S.H., M.Kn., Calon Hakim Agung Kamar Perdata.

Nookowhd

Permohonan Pertimbangan
Pemberian Kewarganegaraan
Republik Indonesia atas nama
Sdr. Jay Noah Idzes (WN
Belanda/Pesepak bola), dan
Sdr. Nathan Noel Romejo Tjoe-
A-On (WN Belanda/Pesepak
bola)

Rapat Kerja

tanggal 4 Desember 2023.

Sesua| dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
tanggal 4 Desember 2023, bahwa Komisi Ill DPR Rl mendapat
penugasan untuk melakukan Pembahasan Permohonan
Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Rl kepada Jay Noah
ldzes (WN Belanda/Pesepak bola), dan Nathan Noel Romejo Tjoe-A-
On (WN Belanda/Pesepak bola).

Atas penugasan tersebut, Komisi Ill DPR RI melakukan Rapat Kerja
dengan Menpora Rl dan Menkumham RI yang diwakili oleh Direktur
Tata negara Kemenkumham, serta dihadiri Sekjen PSSI.

Kesimpulan Rapat Kerja:

Komisi Ill DPR RI dapat menyetujui Permohonan Pertimbangan
Pemberian Kewarganegaraan Rl atas nama Jay Noah ldzes, dan
Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On, untuk selanjutnya diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi Il DPR RI melaporkan hasil pembahasan permohonan
pertimbangan pemberian Kewarganegaraan Rl kepada Pimpinan
DPR RI melalui Surat Nomor B/146-DW/KOM.III/MP.11/12/2023
tertanggal 4 Desember 2023.

10
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Konservasi Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR Rl mengenai Membahas DIM RUU tentang Pembahasan
Sumber Daya Alam Hayati dan | Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya KSDAHE. Tk. I RUU.
Ekosistemnya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan
Pemerintah dan DPD RI tanggal 22 November 2023.
2. | Sda Rapat Tim Perumus dan Rapat Tim Sinkronisasi Komisi | Menyempurnakan dan menye- Pembahasan
IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang laraskan rumusan materi RUU Tk.  RUU.
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan tentang KSDAHE sesuai keputusan
Ekosistemnya (KSDAHE) dengan Pemerintah dan DPD | Raker dan Rapat Panja.
Rl tanggal 27 November 2023.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. Pemerintah Provinsi Riau; Kunjungan Kerja Spesifik ke a. Meninjau dan Diskusi mengenai
b. Pemerintah Kabupaten Kampar; Provinsi Riau tanggal 17-19 Penanganan dan Penanggulangan
c. Pemerintah Kota Pekanbaru; November 2023. Bencana Kebakaran Hutan & Lahan
d. Kementerian LHK; dan Puncak EI-Nino 2023 di Provinsi Riau.
e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Meninjau dan Diskusi mengenai
Provinsi Riau. Penanganan, Pengelolaan, dan
Penegakan Hukum terkait Limbah B3
di Provinsi Riau.
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | a. Pemerintah Kabupaten Karawang; Kunjungan Kerja Spesifik ke a. Meninjau Kebun Riset PT Pupuk
b. Pemerintah Kabupaten Subang; Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Kujang Cikampek dalam rangka
c. Kementerian Pertanian; November - 2 Desember 2023. penyediaan pupuk bagi petani dan
d. Kementerian Kelautan dan Perikanan; petambak serta diskusi mengenai
e. PT Pupuk Indonesia (Persero); kesiapan PT Pupuk Indonesia/PT
f. Dirut PT Perikanan Indonesia; Pupuk Kujang Cikampek dalam rangka
g. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan memenuhi kebutuhan pupuk bagi
Hortikultura Provinisi Jawa Barat; petani dan petambak.
h. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa b. Peninjauan dan diskusi dalam rangka
Barat; upaya penyediaan pakan yang
i. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berkualitas dan murah bagi pembudi
Provinsi Jawa Barat. daya ikan di Pabrik Pakan lkan dan
Udang PT Perikanan Indonesia di
Ciasem Girang, Kec. Ciasem,
Kabupaten Subang.
3. | a. Pemerintah Provinsi Banten; Kunjungan Kerja Spesifik ke a. Peninjauan Kampung Nelayan Desa
b. Pemerintah Kabupaten Serang; Provinsi Banten tanggal 30 Tengkurak Kec. Tirtaya, Kab. Serang.
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan November — 2 Desember 2023. | b. Peninjauan Lokasi Padat Karya
Keuangan; Penanaman Mangrove Desa Lontar
d. Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kec. Tirtayasa Kab. Serang.
e. Masyarakat/Nelayan/KUB/Masyarakat Pesisir.
4. | Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha | Audiensi tanggal 4 Desember | Permasalahan ekspor komoditas kratom.

Kratom Indonesia

2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KEMENTERIAN PUPR Raker dilaksanakan pada 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023
Senin, 20 November 2023. sampai dengan 31 Oktober 2023.

2.Membahas Program/kegiatan TA 2024

3. Lain-lain.
2. | 1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Raker dan RDP dilaksanakan | Membahas Mengenai Kesiapan Infrastruktur | Turut menghadirkan
2. KEMENTERIAN PUPR pada Selasa, 21 November | Dan Transportasi Terkait Libur Natal 2023 | Kakorlantas Polri dan
3. BMKG 2023. dan Tahun Baru 2024. Stakeholders terkait.
4. BNPP/BASARNAS .
3. |Perkumpulan Cluster Kota Wisata Cibubur | RDPU dilaksanakan pada Membahas tentang pencemaran sungai
Kamis, 23 November 2023. Cilengsi yang mengalir dari wilayah
Kabupaten Bogor melalui Kota bekasi hingga
Kabupaten Bekasi
4, |KEMENTERIAN DESA, PDT DAN Raker dilaksanakan pada 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023
TRANSMIGRASI Selasa, 28 November 2023. sampai dengan 31 Oktober 2023.
2. Membahas Program/Kegiatan TA 2024
3. Lain-lain.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1| Komisi VIDPRRI

Rapat Intern Komisi VI DPR Rl tanggal 16
November 2023.

Pengambilan keputusan Fit and Proper
Test atas Calon Anggota KPPU Periode
2023-2028.

2. | PT Pertamina Patra Niaga

Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sumatera
Barat tanggal 20-22 November 2023.

Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sumatera
Barat. Dalam rangka pemantauan distribusi
dan logistik BBM ke PT Pertamina Patra
Niaga.

3. | PT. Hutama Karya (Persero),

Brantas Abipraya (Persero)

PT. Wijaya Karya (Persero), PT.

Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jambi tanggal
20-22 November 2023.

Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jambi.
Dalam rangka peninjauan jalan tol Bayung
Lencir Tempino PT Hutama Karya (Persero),
PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas
Abipraya (Persero).

4. | PT Bukit Asam Tbk

Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sumatera
Selatan tanggal 20-22 November 2023.

Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sumatera
Selatan. Dalam rangka peninjauan Dermaga
Pemuatan Batubara PT Bukit Asam Thk..

5. | Kementerian Koperasi dan
UKMRI

Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri
Koperasi dan UKM RI tanggal 23 November
2023.

1. Pembahasan mengenai penanganan
kredit macet Pelaku UMKM Korban
Gempa 2006 dan Kredit Macet pelaku
UMKM korban Pandemi Covid-19.

2. Lain-lain.
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

6. | Komisi VIDPRRI

Rapat Intern Komisi VI DPR Rl tanggal 23
November 2023.

Pengambilan keputusan Fit and Proper
Test atas Calon Anggota KPPU Periode
2023-2028,;

7. | Kementerian Perdagangan RI.

Raker Komisi VI DPR Rl dengan Menteri
Perdagangan Rl tanggal 27 November 2023.

Pembahasan mengenai

1. Kenaikan harga bahan pokok dan
kebutuhan penting;

Rafaksi minyak goreng;

Stabilitas harga komoditas pangan;
Penurunan kinerja ekspor;

5. Lain-lain.

on

8. | Calon Anggota BPKN:

1. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyono

Heru Sutadi
Lasminingsih

Mukhtar Tompo
Novriansyah

Ganef Judawati

Fit and Proper Test Calon Anggota BPKN
tanggal 29 November 2023, pukul: 10.00-
13.00 WIB.

Penyampaian paparan/makalah/misi Calon
Anggota BPKN.

QP

alon Anggota BPKN:

Haris Munandar Nurhasan
Leonard Victor Hasudungan
Tampubolon

Syaiful Ahmar

Syamsul Bahri Siregar
Ferry Firmawan

Fitrah Bukhari

N —

L

Fit and Proper Test Calon Anggota BPKN
tanggal 29 November 2023, Pukul: 14.00 WIB
- selesai.

Melanjutkan Penyampaian

paparan/makalah/misi Calon Anggota BPKN.

10. | Calon Anggota BPKN:

1. Jailani

2. Muhammad Mufti Mubarok
3. Radix Siswo Purwono

Fit and Proper Test Calon Anggota BPKN
tanggal 30 November 2023, Pukul: 10.00-
13.00 WIB.

Melanjutkan Penyampaian

paparan/makalah/misi Calon Anggota BPKN.
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Agus Satory
5. Intan Nur Rahmawanti
6. Lusiana Dwiyanti
7. Sudaryatmo
11. | Calon Anggota BPKN: Fit and Proper Test Calon Anggota BPKN Melanjutkan Penyampaian
1. Akmal Budi Yulianto tanggal 30 November 2023, Pukul: 14.00 WIB | paparan/makalah/misi Calon Anggota BPKN.
2. Aluisius Dwi Rachmanto — selesai
3. Ermanto Fahamsyah
4. Malona Sri R Manurung
5. Joko Supono
6. N.G.N. Renti Maharaini Kerti
12. | PT. Bio Farma (Persero) Kunjungan Spesifik ke PT. Bio Farma, Dalam rangka peninjauan Kinerja
Bandung, Prov. Jawa Barat tanggal 1 - 3 Keuangan dan Operasional.
Desember 2023.
13. | PT. KAI (Persero) dan PT. KCIC | Kunjungan Spesifik ke PT. KCIC dan PT. KAI, | Dalam rangka peninjauan Operasional
Bandung, Prov. Jawa Barat tanggal 1 -3 Kereta Cepat di Stasiun Tegal Alur.
Desember 2023.
14. | 1. PT. KAl (Persero) RDP Komisi VI DPR RI dengan:

2. PT. ASDP Indonesia Ferry
(Persero)

3. PT. Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero)

4. PT. Angkasa Pura |

5. PT. Angkasa Pura ll

6. PT. Jasa Marga (Persero), Th.

7. PT. Pelabuhan Indonesia
(Persero)

8. PT. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk.

9. Perum DAMRI

1. Direktur Utama PT. KAI (Persero)

2. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry
(Persero)

3. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero)

4. Direktur Utama PT. Angkasa Pura |

5. Direktur Utama PT. Angkasa Pura Il

6. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero),
Tb.

7. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia
(Persero)

8. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk.

Kesiapan BUMN Transportasi dalam
menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru
2024.
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Desember 2023.

Test atas Calon Anggota BPKN Periode
2023-2026;

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
9. Direktur Utama Perum DAMRI
Tanggal 4 Desember 2023.
15. | Kementerian BUMN Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri 1. Evaluasi pelaksanaan kinerja
BUMN RI tanggal 4 Desember 2023. Kementerian BUMN Tahun 2023.
2. Evaluasi capaian Kinerja BUMN Tahun
2023 dan rencana aksi pembinaan
BUMN Tahun 2024.
3. Lain-lain
16. | Komisi VI DPRRI Rapat Intern Komisi VI DPR Rl tanggal 4 Pengambilan keputusan Fit and Proper
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI Vi

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Energi Baru dan Energi Rapat Kerja dengan Menteri Energi Penyampaian Pokok-Pokok Bahasan Panja RUU
Terbarukan dan Sumber Daya Mineral RI, Menteri | tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU

Lingkungan Hidup dan Kehutanan R, EBET), antara lain:
Menteri Keuangan RI, Menteri Badan 1
usaha Milik Negara RI, Menteri '
Pendidikan, Kebudayaan, Risat dan

Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon di sektor
Energi (Pasal 7A, ayat 6) (DIM 115)

Teknologi RI, Menteri Hukum dan 2. Substansi Amonia sebagai salah satu sumber
Hak Asasi manusia, Menteri PAN dan energi baru (Pasal 9, ayat 1 huruf c) (DIM 123)
RB RI, Menteri Perindustrian Rl dan 3. Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri
Pimpinan Komite Il DPD Rl tanggal (TKDN) untuk energi baru dan energi
%‘ggsa“aka” tanggal 20 November terbarukan (Pasal 24, ayat (2a) (DIM 222-225)

dan Pasal 39, ayat (2a) (DIM 351-354)

4. Optimalisasi pemanfaatan EBET untuk
memenuhi kebutuhan konsumen (Power
Wheeling) (Pasal 29A) (DIM 265-266) dan
(Pasal 47A) (DIM 416-417)

5. Urgensi Pembentukan Badan Khusus Pengelola
Energi Terbarukan (Pasal 56) dan Penggunaan
Dana EBET (Pasal 56, ayat (3)) (DIM 508-516).

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

1. Progres pembentukan Mitra
Instansi Pengelola (MIP)
Batubara;

2. Progres realisasi program TA
2023;

3. Lain-lain.

Rapat Kerja dilaksanakan pada
tanggal 21 November 2023, pukul
13.00 WIB.

dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
guna mempercepat realisasi pelaksanaan Mitra Instansi
Pengelola (MIP) Batubara.

. Komisi VIl DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri

ESDM RI dan seluruh jajaran Kementerian ESDM Rl atas
pelaksanaan program T.A. 2023 khususnya yang
berdampak langsung kepada Masyarakat yang sudah
terlaksana dengan baik dan Komisi VIl DPR RI mendorong
Kementerian ESDM RI untuk dapat segera menyelesaikan
program dan kegiatan T.A. 2023 yang masih belum
terlaksana.

. Komisi VI DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk

mengajukan penambahan anggaran Kementerian ESDM Rl
T.A. 2024 khususnya untuk program yang berdampak
langsung kepada masyarakat di dalam RAPBN Perubahan
T.A. 2024,

. Komisi VIl DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM R

untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam
waktu dekat melalui panja illegal mining Komisi VIl DPR RI
dan PIt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan
melibatkan Aparat Penegak Hukum (pada tingkat Eselon 1)
untuk melaksanakan penindakan terhadap perusahaan-
perusahaan yang diduga melakukan praktik ilegal di dalam
kegiatan pertambangan sebelum terbentuknya Satgas
illegal mining.

. Komisi VIl DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM R

agar Kementerian ESDM RI menindaklanjuti Memorandum

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Menteri ESDM RI Agenda: . Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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dan Tahun Baru 2024;

3. Pembahasan Over Kuota BBM
Bersubsidi;

4. Strategi peningkatan
produktivitas pengeboran;

5. Lain-lain.

RDP dilaksanakan pada tanggal 21
November 2023, pukul 16.00 WIB.

. Komisi VIl DPR Rl mendorong Dirut PT Pertamina

(Persero) agar pelaksanaan proyek Refinery Development
Master Plan (RDMP), Grass Root Refinery (GRR), Green
Refinery, hilirisasi petrokimia dan gas dapat diselesaikan
sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

. Komisi VIl DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina (Persero)

untuk dapat menjamin keandalan pasokan dan
pendistribusian BBM dan LPG 3 kg bersubsidi menjelang
Natal dan Tahun Baru.

. Komisi VIl DPR RI bersepakat dengan Dirut PT Pertamina

(Persero) terkait penambahan kuota LPG 3 kg bersubisidi
Tahun 2023 menjadi 8.19 juta MT sesuai dengan usulan
Kementerian ESDM RI mengingat tingginya permintaan
masyarakat terhadap LPG 3 kg bersubsidi dan angka

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Rl dan
Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pendampingan
pelaksanaan prosedur guna meningkatkan kelancaran tata
kelola pertambangan dalam rangka menigkatkan
pendapatan Negara.
. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk
menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan
Anggota Komisi VIl DPR RI dan disampaikan kepada
Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 29 November
2023
2. | Dirut PT Pertamina Agenda: . Komisi VIl DPR Rl mengapresiasi capaian kinerja PT
(Persero) dan 1. Progres RDMP dan GRR PT Pertamina (Persero) dan seluruh Subholding di antaranya
Seluruh Dirut Pertamina (Persero); peningkatan produksi minyak dan gas sebesar 8% dan
Subholding serta 2. Pasokan dan distribusi BBM & peningkatan produktifitas pengeboran sumur baru sebesar
Dirut PDSI LPG bersubsidi menjelang Natal 16% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

subsidi LPG 3 kg bersubsidi tersebut masih dibawah DIPA
APBN Tahun 2023.

. Komisi VIl mendorong Dirut PT Pertamina (Persero) untuk

dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap
penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan mendorong
Pemerintah c.q. Kementerian ESDM RI untuk dapat
mempercepat revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian, Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak (BBM) sebagai payung hukum untuk pengawasan
dan pengendalian BBM bersubsidi ke depan.

. Komisi VIl DPR RI meminta Dirut PT Pertamina (Persero)

untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua
pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI dan disampaikan
paling lambat tanggal 28 November 2023.

3. | Dirut PT Trubaindo
Coal Mining

Agenda:

1. Masalah Penggunaan Lahan
Tanah Ulayat pada operasi
pertambangan;

2. Lain-lain.

RDPU Panja lllegal Mining
Dilaksanakan pada tanggal 22
November 2023.

4. | Dirut MIND-ID,
Dirut PT Bukit
Asam Tbk, Dirut PT
Antam Tbk, Dirut
PT Inalum
(Persero), Dirut PT

Agenda:

1. Strategi akselerasi transisi
energi di sektor pertambangan
dan pembangkit listrik;

2. Lain-lain.

. Komisi VIl DPR RI mengapresiasi kinerja Dirut MIND ID,

Dirut PT Bukit Asam Tbk, Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT
[nalum, Dirut PT Timah Tbk, Dirut IBC dan Dirut PT PLN
Nusantara Power yang telah memberikan peningkatan
kontribusi dalam proses transisi energi untuk menuju Net
Zero Emission di Tahun 2060.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Timah Tbk, Dirut
IBC Dan Dirut PT
PLN Nusantara
Power

RDP dilaksanakan pada tanggal 27
November 2023.

2. Komisi VII DPR Rl mendorong Dirut MIND ID, Dirut PT

Bukit Asam Tbk, Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT Inalum, Dirut
PT Timah Tbk dan Dirut PT PLN Nusantara Power untuk
terus melakukan terobosan dan inovasi seperti clean gas,
smart grid, Carbon Capture Storage (CCS), Carbon
Capture Utilization and Storage (CCUS), elektrifikasi
kendaraan dan peralatan tambang yang dapat
mempercepat transisi energi dalam mendukung Net Zero
Emissions di Tahun 2060.

. Komisi VIl DPR Rl mendukung Dirut PT PLN Nusantara

Power, Dirut PT Inalum, Dirut PT Bukit Asam Tbk, dan Dirut
PT IBC untuk dapat melaksanakan inisiatif Battery Energy
Storage System (BESS).

. Komisi VIl DPR Rl meminta Dirut MIND ID, Dirut PT Bukit

Asam Tbk, Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT Inalum, Dirut PT
Timah Tbk, Dirut IBC, dan Dirut PT PLN Nusantara Power
untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua
pertanyaan Anggota Komisi VIl DPR Rl dan disampaikan
paling lambat tanggal 4 Desember 2023.

PIt. Dirjen Minerba
KESDM RI dengan
menghadirkan
Dirut PT Bumi
Muller Kalteng dan
Dirut PT Jhoswa
Mahakam Mineral

Agenda:

1. Laporan Praktik lllegal di
kegiatan operasional
pertambangan PT Bumi Muller
Kalteng dan PT Jhoswa
Mahakan Mineral;

2. lain-lain.

RDP Panija lllegal Mining
dilaksanakan pada tanggal 27
November 2023.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Kemenperin Rl dan
Direktur Utama PT
Virtue Dragon
Nickel Industry

1.

Tindak Lanjut Hasil Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi VIl DPR

RI Ke PT Virtue Dragon Nickel
Industry;

Progess Hilirisasi Nikel Dan
Pasokan Bahan Bakunya;
Pemanfaatan Energi Terbarukan
Sebagai Sumber Energi Industry
Nikel,

4. Lain-lain.

RDP dilaksanakan pada tanggal 29
November 2023

DPR Rl dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian Rl
dan Direktur Utama PT Virtue Dragon Nickel Industry.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
6. | Kepala BRIN Agenda: 1. Komisi VII DPR RI mendorong Kepala BRIN untuk segera
1. Pengembangan Kendaraan mengakselerasi pengembangan kendaraan berbasis
Listrik Berbasis Green hydrogen dan energi baru terbarukan lainnya dalam
Hydrogen; mendukung target Net Zero Emission (NZE) di Tahun 2060.
2. Rencana Kerja Sama Riset 2. Komisi VIl DPR RI meminta Kepala BRIN untuk
Nuklir dengan Pihak meningkatkan inovasi-inovasi dibidang teknologi reaktor
Internasional; nuklir guna mendukung ketahanan energi di Indonesia.
3. Progres Realisasi Program TA 3. Komisi VI DPR Rl mendorong Kepala BRIN untuk segera
2023; mempercepat penyerapan anggaran di Tahun 2023 dan
4. Lain-lain. mempercepat rencana penyerapan anggaran mulai awal
Tahun 2024 khususnya untuk program-program yang
berdampak langsung bagi masyarakat.
RDP dilaksanakan pada tanggal 29 | 4. Komisi VIl DPR Rl meminta Kepala BRIN untuk
November 2023. menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan
Anggota Komisi VIl DPR RI dan disampaikan kepada
Komisi VIl DPR Rl paling lambat tanggal 6 Desember 2023.
7. | Dirjen ILMATE Agenda: Komisi VIl DPR RI bersepakat untuk menunda RDP Komisi VII

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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1. Progress Lifting Migas Kuartal
IV 2023;

2. Iklim Investasi Hulu Migas;

3. Lain-Lain.

RDP dilaksanakan pada tanggal 30
November 2023.

Migas dalam mendorong KKKS untuk meningkatkan
produktivitas hulu migas di Tahun 2023.
2. Komisi VIl DPR RI mendukung rekomendasi SKK Migas

agar:

a. Pemerintah tidak memberlakukan PNBP pada saat
kegiatan eksplorasi, namun akan dibayakan apabila

ada produksi.

b. Mengutamakan investasi dibidang migas jika terjadi
tumpang tindih lahan dengan membahas isu tersebut
bersama Kementerian terkait.

c. Pemerintah segera melakukan revisi PP Nomor 27
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya
Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan
Pajak Penghasilan Dibidang Usaha Hulu Minyak Dan

Gas Bumi.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
8. | Dirjen Indsurti Agenda:
Agro Kemenperin 1. Neraca Komoditas Gula Tahun
Rl dan Asosiasi 2024;
Gula Rafinasi 2. Penjelasan Alokasi Impor Raw
Indonesia Sugar Tahun 2024;
3. Strategi Antisipasi Lonjakan
Harga Gula Menjelang Natal
Dan Tahun Baru;
4. Lain-lain.
RDP Panja Impor Bahan Baku
Industri dilaksanakan pada tanggal
29 November 2023.
9. | Kepala SKK Migas Agenda: 1. Komisi VIl DPR RI memberikan apresiasi atas upaya SKK

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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d. Pemerintah segera melakukan revisi PP Nomor 53
Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada
Kegiatan Usaha Hulu Migas Dengan Kontrak Bagi
Hasil Gross Split.

e. Mempercepat penyelesaian pembangunan pipa gas
Sei Mangke — Dumai dan Cirebon — Semarang untuk
meningkatkan salur gas bumi.

Dan Komisi VIl DPR Rl akan membahas rekomendasi
tersebut dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI.

3. Komisi VI DPR Rl mendesak Kepala SKK Migas untuk

mengkoordinasikan KKKS agar mempercepat realisasi
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada
masyarakat sesuai target Work Program and Budget
(WP&B).

4. Komisi VIl DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk

menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan
Anggota Komisi VIl DPR RI dan disampaikan kepada
Komisi VIl DPR Rl paling lambat tanggal 7 Desember 2023.

10.

Dirut PT Pupuk
Indonesia

Agenda:

1. Pemanfaatan Harga Gas Bumi
Tertentu untuk Sektor Industri
(pupuk);

2. Proyeksi kebutuhan gas bagi
industri pupuk ke depan;

3. lain-lain.

RDP dilaksanakan pada tanggal 30
November 2023.

Komisi VIl DPR RI bersepakat dengan Direksi PT Pupuk
Indonesia (Persero) untuk menunda Rapat Dengar Pendapat
sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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11. | Dirjen Industri Agenda:

Agro Kementerian
Perindustrian RI

1. Tindak lanjut hasil kunjungan
kerja spesifik Komisi VIl DPR RI;
2. Lain-lain.

RDP dilaksanakan pada tanggal 4
Desember 2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VIl

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Agama Rl Penetapan BPIH Tahun | 1. Komisi VIl dan Menteri Agama Rl menyepakati asumsi dasar -
1445 H/2024 M. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M

sebagai berikut:

a. Kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak
241.000 jemaah dengan rincian kuota untuk jemaah haji
reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus
sebanyak 19.280 orang.

b. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar
Amerika (USD) dan Saudi Arabian Riyal (SAR) yang
digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH adalah:

1) 1 USD sebesar Rp15.600,-. (Lima belas ribu enam
ratus rupiah)

2) 1 SAR sebesar Rp4.160,- (Empat ribu seratus enam
puluh rupiah)

c. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi
menggunakan mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR).

d. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera
melakukan pengadaan valuta asing yang dibutuhkan untuk
biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun
1445 H/2024 M dengan harga terbaik dan dengan prinsip
syari'ah, efisien, optimal, kehati-hatian, serta likuid.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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2. Komisi VIl DPR Rl dan Menteri Agama Rl menyepakati
besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haiji (BPIH)
Tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk jemaah haji reguler
sebesar Rp93.410.286,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus
sepuluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri
dari:

a. Biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji
rata-rata per jemaah sebesar Rp37.364.114,- (Tiga puluh
tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus empat
belas rupiah) atau sebesar 40%, meliputi komponen biaya
penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen
biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara
keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar
Rp8.200.040.638.567,-. (Delapan triliun dua ratus miliar
empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima
ratus enam puluh tujuh rupiah).

b. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang
dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah
sebesar Rp56.046.172,- (Lima puluh enam juta empat
puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau
sebesar 60%, meliputi biaya penerbangan, akomodasi di
Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (/iving
cost), dan biaya visa.

c. Terkait dengan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji
(Bipih) dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal
dan besaran saldo nilai manfaat rekening virtual masing-
masing jemaah.

3. Komisi VIIl DPR RI dan Menteri Agama Rl menyepakati
penggunaan nilai manfaat setoran BPIH Khusus untuk
mendukung pelayanan kepada Jemaah haji khusus tahun 1445
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H/2024 M sebesar Rp14.558.658.000,-. (Empat belas miliar
lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh
delapan ribu rupiah).

4. Komisi VIl DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk
bekerja sama dengan BPKH dan Bank Penerima Setoran BPIH
untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji
bagi jemaah haji yang berangkat di tahun 1445 H/2024 M sejak
diputuskannya hingga akhir pelunasan BPIH.

5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama Rl menyepakati:

a. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk Petugas Haji
Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU tidak mendapat
dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haiji, sehingga
besaran rata-rata Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU
Tahun 1445 H/2024 M adalah sebesar Rp93.410.286,-
(Sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua
ratus delapan puluh enam rupiah) per jamaah.

b. Living Cost (biaya hidup) dikembalikan kepada jemaah haji,
PHD, dan KBIHU dalam mata uang Saudi Arabian Riyal
(SAR).

c. Pembayaran komponen biaya penerbangan dapat
dilakukan dalam mata uang USD yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Jumlah lama masa tinggal Jemaah haji di Arab Saudi
sebanyak 41 (empat puluh satu) hari.

e. Jumlah makan di Madinah sebanyak 27 kali dan di Mekkah
sebanyak 84 kali (termasuk pada hari menjelang dan
setelah Armuzna).

f.  Menu katering untuk Jemaah haji harus bercita rasa
Nusantara dan dioptimalkan secara sungguh-sungguh
berbahan baku serta juru masaknya berasal dari Indonesia.
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g. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Jemaah haji
dan optimalisasi penyerapan anggaran, dapat dilakukan
realokasi/pergeseran antar komponen anggaran yang telah
ditetapkan, yang diatur melalui Keputusan Direktur
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian
Agama RI.

6. Sesuaidengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah,
Komisi VIIl DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati:

a. Kuota untuk petugas haji sesuai alokasi dari Pemerintah
Arab Saudi paling sedikit 2.210 orang dan mendesak
Pemerintah untuk melakukan diplomasi kepada Pemerintah
Arab Saudi untuk penambahan petugas haji.

b. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebanyak 4% dari
total jumlah petugas haji.

7. Komisi VIII DPR Rl meminta Menteri Agama RI untuk:

a. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dalam
pemberlakuan kebijakan istitha’ah kesehatan sebelum
pelunasan biaya haji dengan mengutamakan kepentingan
jemaah.

b. Meningkatkan sosialisasi menjaga kesehatan dalam
mendukung terwujudnya jemaah haji yang mandiri.

c. Melakukan perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
secara lebih transparan, akuntabel, dan memprioritaskan
petugas yang berpengalaman, profesional, memiliki
keterampilan dan fisik yang kuat, serta tersertifikasi.

d. Memastikan tercapainya kualitas pelayanan, pembinaan,
dan perlindungan terhadap jemaah haji yang optimal sejak
sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji.
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e. Mengintensifkan bimbingan manasik haji dan bimbingan
penggunaan fasilitas di asrama haji, di pesawat, dan
fasilitas di Arab Saudi.

f.  Mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden R
tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun
1445 H/2024 M.

Badan Pengelola Keuangan
Haji (BPKH)

Pembahasan Rencana
Strategis (Renstra)
BPKH Tahun 2022-2027
dan Rencana Kerja
Anggaran dan Program
Tahun 2024.

—_

Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Rencana Strategis

BPKH Tahun 2022-2027, dengan catatan apabila terjadi

penyesuaian tahunan atas asumsi-asumsi yang ada dan target

capaian dalam dokumen Renstra akan disesuaikan setiap

tahunnya melalui dokumen perencanaan tahunan BPKH yaitu

RKAT yang diusulkan setiap tahunnya ke DPR Rl sesuai

ketentuan peraturan yang berlaku.

Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan BPKH mengenai

besaran operasional BPKH Tahun 2024 sebesar

Rp476.084.419.674 (Empat ratus tujuh puluh enam miliar

delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu

enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Komisi VIII DPR RI menyetujui target utama dalam RKAT

BPKH Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Dana kelolaan tahun 2023 Rp166 Triliun dan tahun 2024
Rp169,9 Triliun.

b. Nilai manfaat tahun 2023 Rp10 Triliun dan tahun 2024

Rp11,5 Triliun.

c. Rekening virtual tahun 2023 Rp2,1 Triliun dan tahun 2024
Rp2,3 Triliun.

d. Kemaslahatan tahun 2023 Rp232 Miliar dan tahun 2024
Rp239 Miliar.

Komisi VIII DPR Rl meminta Dewan Pengawas BPKH untuk
melakukan review atas detail RKAT BPKH Tahun 2024 yang
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hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Komisi VIl DPR
RI.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Kementerian Agama R,
Kementerian Sosial R,
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Rl dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

Kunjungan Kerja Spesifik ke Bogor,
Depok, Purwakarta (Jabar),
Tangerang (Banten), Yogya (DIY),
Surabaya (Jatim), Gowa (Sulsel),
Medan (Sumut), Banjarbaru (Kalsel)
tanggal 23-25 November 2023 dan
28-30 November 2023 dan 1-3
Desember 2023.

. Tim Kunker Komisi VIl DPR RI melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan dibidang agama dan
pendidikan keagamaan.

. Tim Kunker Komisi VIl DPR RI melakukan

pengawasan terhadap penyaluran bantuan
sosial.

. Tim Kunker Komisi VIl DPR RI melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

. Tim Kunker Komisi VIl DPR RI melakukan

pengawasan terhadap kesiapsiagaan
bencana, penanggulangan bencana dan juga
pembangunan pascabencana.
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1.

Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi IX DPR RI

Kunjungan Kerja Spesifik ke:

1. Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

2. Kabupaten Maros, Sulawesi
Selatan;

3. Kabupaten Gowa, Sulawesi
Selatan.

Rabu s.d Jumat, 22 s.d. 24 November
2023.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR R terkait
Pengawasan pelaksanaan program BIAN/BIAS
Tahun 2023.

1. Menteri Kesehatan Rl

2. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

3. Prof. Adi Utarini, Pusat
Kedokteran Tropis, Fakultas
Kedokteran, Kesehatan
Masyarakat, dan

Rapat Kerja dalam rangka penjelasan
terkait implementasi teknologi
Wolbachia dalam pengendalian
Dengue di Indonesia pada Selasa, 28
November 2023.

1. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan
penggunaan teknologi nyamuk ber-
Wolbachia sebagai bagian dari Strategi
Nasional Penanggulangan Dengue 2021-
2025 dalam penanganan dengue di
Indonesia, khususnya pilot project
implementasi Wolbachia di 5 (lima) kota
sesuai Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor: HK.01.07/MENKES/1341/2022
tentang Penyelenggaraan Pilot Project
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Keperawatan Universitas
Gajah Mada

4. Scott O’neil Ceo World
Mosquito Program (Virtual)

Penanggulangan Dengue dengan Metode

Wolbachia.

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Kesehatan RI dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan terkait, termasuk

para akademisi dan tokoh masyarakat,
untuk terus melakukan penguatan strategi
komunikasi publik tentang teknologi

Wolbachia melalui:

a. melaksanakan sosialisasi edukasi
secara ilmiah, terstruktur, sistematis,
dan masif sehingga teknologi
Wolbachia ini dapat diterima oleh
masyarakat,

b. membuat sistem informasi terpadu dan

terpusat.

. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Kesehatan Rl untuk mendiskusikan dengan
World Mosquito Program (WMP) dan
Pemerintah Provinsi Bali terkait
implementasi Wolbachia di Bali, termasuk
penggunaan fasilitias produksi nyamuk ber-
Wolbachia di Kota Denpasar, agar dapat
digunakan juga bagi pemenuhan kebutuhan
pilot project Kementerian Kesehatan RI.
Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Kesehatan RI untuk melakukan kajian risiko

lanjutan dan evaluasi monitoring terhadap
implementasi Wolbachia di Indonesia.
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3. | Kunjungan Kerja Spesifik Komisi | Kunjungan Kerja Spesifik ke: Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI
IXDPRRI 1. Kota Bogor, Jawa Barat; terkait Integrasi Layanan Primer.

2. Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Kota Tangerang, Banten.

Rabu s.d. Jumat, 29 November s.d. 1

Desember 2023.

4. | Audiensi Audiensi Anggota DPRD Komisi [V 1. Rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV
Provinsi Kalimantan Selatan pada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin
Selasa, 29 November 2023. oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi

Kalimantan Selatan, Bapak H. M. Lutfi
Saifuddin, S.Sos didampingi Anggota DPRD
Komisi IV, Direktur RSUD Ansari Saleh, Wakil
Direkut Medik dan Kesehatan RSUD Ulin
Banjarmasin, Kepala BLK UPTD Provinsi
Kalimantan Selatan dan jajararan pegawai dan
staf DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Ketua Komisi [V DPRD Provinsi Kalimantan
Selatan menyampaikan permohonan dukungan
kepada Komisi IX DPR Rl terkait beberapa hal
sebagai berikut:

a. RSUD Ansari Saleh saat ini sedang
mengajukan kepada Kementerian
Kesehatan RI untuk masuk sebagai salah
satu lokus layanan 10 penyakit prioritas
Kementerian Kesehatan RI.

b. RSUD Ulin Banjarmasin saat ini sudah
memiliki kesepakatan dengan Kementerian
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Kesehatan RI dalam rangka Pembangunan
Pusat Pelayanan dan Pengembangan
Pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin dengan
skema pembiayaan 50 persen dari APBD
Provinsi Kalimantan Selatan dan 50 Persen
anggaran dari Kementerian Kesehatan RI.
Anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan
sudah siap sementara dari pusat belum ada
kepastian anggaran dari APBN.

. BLK UPTD Provinsi Kalimantan Selatan,

saat ini sudah ada kesepakatan Rencana
Pembangunan Nasional terkait revitalisasi
BLK dari Kementerian Ketenagakerjaan R,
namun hingga saat ini revitalisasi barang,
alat-alat pelatihan dan kegiatan pelatihan
belum diakomodir.

. Selain itu, pembinaan instruktur UPTD BLK

Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini
dipindahkan ke Samarinda, dikembalikan
lagi ke UPTP BBPVP Bekasi.
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KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU Bahasa Daerah | 22 November 2023 Komisi X DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari DPD
Rapat Konsultasi dengan DPD RI. RI mengenai urgensi RUU Bahasa Daerah. Selanjutnya
Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
Agenda: 1. Akan melakukan kajian terhadap penjelasan dalam
Mendengarkan Penjelasan DPD Rl selaku bentuk NA dan RUU yang disampaikan Komite |l DPD
Pengusul RUU tentang Bahasa Daerah. Rl sebagai bahan dalam proses pembahasan

Pembicaraan Tingkat | RUU tentang Bahasa Daerah
dengan Pemerintah.

2. Pengaturan bahasa daerah perlu diatur secara
komprehensif dan mengkajinya dengan peraturan
perundang-undangan yang memuat bahasa daerah.

2. | RUU Kepariwisataan | 28 November 2023 Komisi X DPR RI akan melakukan kajian terhadap
RDP/RDPU Panja dengan: pandangan, masukan, dan materi yang disampaikan Rektor
a. ISl Yogyakarta ISI Yogyakarta, Direktur Poltekpar Medan, Poltekpar NHI
b. Poltekpar Medan Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Makassar, dan Direktur
c. Poltekpar NHI Bandung Poltekpar Sahid, sebagai bahan dalam penyempurnaan draf
d. Poltekpar Bali RUU Kepariwisataan dan Naskah Akademik.
e. Poltekpar Makassar
f. Poltekpar Sahid
Agenda:

Menemukan Pola Konektivitas Budaya dan
Pariwisata (Masukan terhadap substansi
RUU Kepariwisataan).
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3. | RUU Kepariwisataan | 29 November 2023 Terdapat beberapa poin dalam pasal dan ayat yang
Rapat Intern Panja. disempurnakan.
Panja melanjutkan masa kerja pada masa persidangan ke
Agenda: depan.
Menyempurnakan draf RUU
Kepariwisataan.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Pendidikan Tanggal 16 s.d. 18 November 2023. Daerah kunjungan ke Kabupaten Brebes Jawa Tengah,

Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan
kerja spesifik bidang pendidikan, khususnya
mengenai Bantuan Perangkat TIK
(Chromebook) ke Satuan Pendidikan.

Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dan Kabupaten Gresik
Jawa Timur.

Di antara temuan krusial kunjungan ini, bantuan
Chromebook belum maksimal digunakan sebagai media
pembelajaran, dan sampai saat ini baru masksimal
digunakan untuk asesmen nasional.

21 November 2023.

RDP dan RDPU dengan Universitas Negeri

Padang dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia.

Agenda:

Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan yang
disampaikan UNP dan Aliansi BEM Sl, antara lain
mengenai, PPDB, formulasi rumusan bantuan APBN untuk
PTN, batasan atau ketentuan uang pangkal masuk
perguruan tinggi.
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14.00 WIB.

Agenda:

1. Evaluasi Program Kerja dan Anggaran
Tahun 2023.

2. Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai
amanat Raker 12 September 2023.

3. Membahas perkembangan isu-isu
terkini.

adalah sebesar 80,45% atau Rp2,5 Triliun dari total

Pagu APBN TA 2023 sebesar Rp3,18 Triliun. Komisi X

DPR meminta Kemenpora R untuk:

a. Menyampaikan rincian sebaran anggaran
Rp13,5 Miliar pada UPT yang dihapuskan
berdasarkan SOTK baru, kepada masing-
masing Satuan Kerja.

b. Menyampaikan penjelasan dan rincian
penggunaan anggaran untuk persiapan

pelaksanaan ANOC World Beach Games 2023

di Bali, yang batal dilaksanakan.
c. Meningkat daya serap anggaran terhadap

Satuan Kerja yang capaiannya kurang dari 60%

dan mengakselerasi tindak lanjut terhadap
realisasi program TA 2023.

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora untuk
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PON XXI|
Tahun 2024, terutama terkait dengan kesiapan venue

pertandingan, anggaran, waktu pelaksanaan, dan
rencana pemanfaatan pascaevent.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Menyampaikan hasil kajian terkait reformasi
pembelajaran dan pelaksanaan pendidikan
dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
2. Kemenpora RI Raker, Rabu, 22 November 2023, Pukul . Realisasi APBN TA 2023 per 21 November 2023
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Raker, Selas, 4 Desember 2023.
Pukul 14.00 WIB.

Agenda:

Pemberian Kewarganegaraan Republik
Indonesia kepada Atlet Sepak Bola atas
nama Sdr. Jay Noah Idzes dan Nathan Noel
Romejo Tjoe-A-On.

1. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui

rekomendasi kewarganegaraan Rl atas nama Sdr.
Jay Noah ldzes dan Sdr. Nathan Noel Romejo Tjoe-
A-On, dengan catatan bahwa penetapan
Kewarganegaraan Rl ditetapkan oleh instansi yang
berwenang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Komisi X DPR-RI mendorong Pemerintah dan PSSI,

agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi
yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi
X DPR RI pada Rapat Kerja hari ini sebagai langkah
untuk membangun prestasi olahraga, khususnya
persepakbolaan nasional. Selanjutnya hasil Rapat
Kerja hari ini akan disampaikan dalam Rapat
Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Rapat Kerja Komisi
XI DPR Rl dengan
Ketua Dewan
Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan

1. Evaluasi kinerja OJK
tahun 2023;

2. Pengantar
Pembahasan RKA
OJK Tahun 2024;

3. Pembentukan Panja:
a) Penerimaan RKA

Komisi XI DPR RI dan Ketua DK OJK menyepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

Otoritas Jasa Keuangan dan realisasi Anggaran Otoritas Jasa Keuangan
Tahun 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;

2. Pendalaman dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024 dalam Rapat Panitia Kerja

OJK Tahun 2024: Penerimaan dan Panitia Kerja Pengeluaran RKAT OJK Tahun 2024;
dan 3. Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen akan memberikan data dan

b) Pengeluaran RKA dokumen terkait evaluasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 dan
OJK Tahun 2024.

Rapat dilaksanakan
tanggal 20 November
2023.

Rencana Kerja Anggaran Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024
dalam Rapat Panja RKAT OJK Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di
Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah, tanggal 20 s.d. 21 November

2023.

Rapat Panja Komisi
XI DPR Rl dengan
Anggota Dewan

Rapat Panja Penerimaan
RKA OJK Tahun 2024
tanggal 20 November
2023.

Tertutup
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KEMENTERIAN/

A LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan

3. | Rapat Panja Komisi
XI DPR Rl dengan
Wakil Ketua Dewan
Komisiner OJK, dan
Anggota Dewan
Komisioner OJK.

Rapat Panja Pengeluaran
RKA OJK Tahun 2024
tanggal 20-21 November
2023.

Tertutup

4. | Rapat Kerja Komisi
XI DPR Rl dengan
Ketua Dewan
Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan

Pengambilan Keputusan
Rencana Kerja dan
Anggaran OJK Tahun
2024 tanggal 22
November 2023.

Komisi XI DPR RI dan Ketua DK OJK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI menyetujui Proyeksi Penerimaan Otoritas Jasa
Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp8.031.696.478.814,00 (Delapan Triliun
Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:

No

1
2
3
Total

Jenis Pungutan

Registrasi
Pungutan Tahunan
Penerimaan Lain-Lain

Proyeksi Penerimaan
Tahun 2023
49.058.899.317
7.597.896.293.011
384.741.286.486
8.031.696.478.814

Dengan Penerimaan OJK berdasarkan bidang:

No

1
2

3

Pungutan Bidang

Perbankan

Pasar Modal, Keuangan
Derivatif, dan Bursa Karbon
Perasuransian, Penjaminan,
dan Dana Pensiun

Proyeksi Penerimaan
Tahun 2023

5.552.141.803.553
1.155.558.822.054

634.566.994.264
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KEMENTERIAN/

A LEMBAGA

KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

4 Lembaga Pembiayaan, 304.687.572.457
Perusahaan Modal Ventura,
LKM, dan LJK Lainnya
5 Penerimaan Lain-Lain 384.741.286.486
Total 8.031.696.478.814

2. OJK, dalam mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan
kegiatan di sektor jasa keuangan ditujukan agar dapat memberikan
manfaat kepada Industri Jasa Keuangan melalui berbagai program
strategis OJK yang ditunjukkan dengan:

a) terwujudnya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara
secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;

b) terwujudnya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil; dan

c¢) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3. Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan pengelolaan Penerimaan
Pungutan Tahun 2023 dilaksanakan dengan menjaga tata kelola yang baik
dan risiko yang terukur.

4. Otoritas Jasa Keuangan, dalam mengelola Penerimaan Lain-lain dilakukan
pada aset keuangan yang aman dan memperhatikan perkembangan pasar
keuangan global dan domestik.

5. Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun 2024 sebesar
Rp8.031.696.478.814,00 (Delapan Triliun Tiga Puluh Satu Miliar Enam
Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
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KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
No Jenis Kegiatan RKA Tahun 2024
1 Kegiatan Operasional 932.457.823.556
2 Kegiatan Administratif 6.488.052.132.359
3 Kegiatan Pengadaan Aset 611.186.522.899
4 Kegiatan Pendukung Lainnya -

Total Anggaran 8.031.696.478.814

Dengan RKA OJK, pada masing-masing bidang:

No Bidang RKA Tahun 2024

1. Pengawasan Sektor Perbankan 1.354.028.100.954

2.  Pengawasan Pasar Modal, Keuangan 711.786.684.442
Derivatif, dan Bursa Karbon

3.  Pengawasan Perasuransian, 431.750.035.383
Penjaminan, dan Dana Pensiun

4.  Pengawasan Lembaga Pembiayaan, 290.084.007.076
Perusahaan Modal Ventura, LKM ,
dan LJK Lainnya

5.  Pengawasan ITSK, Aset Keuangan  64.900.866.813
Digital, dan Aset Kripto

6.  Pengawasan Perilaku Pelaku 345.680.701.035
Usaha Jasa Keuangan, Edukasi
dan Pelindungan Konsumen

7. Audit Internal, Manajemen Risiko, 165.600.672.377
dan Pengendalian Kualitas

8.  Kebijakan Strategis 1.845.582.786.680

9.  Manajemen Strategis 2.822.282.624.054
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KEMENTERIAN/

LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

NO

Total Anggaran 8.031.696.478.814

RKA OJK masing-masing bidang telah mempertimbangkan biaya SDM,
PPh 21, Pengembangan Pegawai, dan Infrastruktur Informasi Teknologi.

6. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan RKA OJK tersebut di atas
melakukan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang memperkuat
hal-hal sebagai berikut:

a) Pengawasan terintegrasi termasuk pengawasan grup keuangan dan
konglomerasi keuangan.

b) Efisiensi penetapan suku bunga perbankan.

c) Kebijakan mikroprudensial untuk memperkuat kedaulatan pangan,
hilirisasi, perumahan, dan lain-lain, termasuk mitigasi risiko.

d) Program Perbankan untuk mendukung hilirisasi termasuk sektor-sektor
pertanian, pangan, perikanan, dan komoditi-komoditi strategis lainnya.

e) Membuka kesempatan penyelenggara bursa karbon, dengan prinsip-
prinsip same requlation, same activity and same risk, dan ekosistem
yang sehat.

f) Pelindungan konsumen dalam Industri Asuransi.

g) Asosiasi ITSK dibentuk berdasarkan kesamaan karakteristik industri
sektor keuangan; Asosiasi ITSK tidak tunggal.

h) Perlindungan konsumen untuk IJK (Industri Jasa Keuangan) kripto dan
koperasi di sektor jasa keuangan.

i) Memperluas literasi dan edukasi keuangan.

i) Meningkatkan partisipasi wajib PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan)
dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi
konsumen dan masyarakat.

k) Meningkatkan kinerja manajemen risiko sektor jasa keuangan yang
efektif dalam memberikan early warning system.

) Roadmap penyehatan Asuransi.
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KEMENTERIAN/

LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

NO

m) Roadmap pembangunan sistem informasi dan business intelligence
OJK.

n) Pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang PPSK.

0) Pelaksanaan program optimalisasi digital forensic dikoordinasikan
dalam Rapat Dewan Komisioner OJK.

7. Otoritas Jasa Keuangan menyempurnakan format rencana kerja strategis
dan anggaran OJK Tahun 2024, yang meliputi:

a) Visi, Misi, Program Strategis, Kegiatan, IKU, dan Anggaran OJK harus
selaras dengan tujuan, tugas, dan wewenang OJK sebagaimana diatur
dalam UU OJK dan UU P2SK.

b) Program Strategis disusun secara sistematis yang berisikan keterkaitan
program strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, kegiatan, IKU,
anggaran, satuan kerja, dan kegiatan.

c) Roadmap formasi efektif SDM (Sumber Daya Manusia) OJK.

d) Roadmap pengembangan sistem informasi dan teknologi OJK.

e) Penyempurnaan format Rencana Kerja Strategis dan RKA OJK 2024.
disampaikan kepada Komisi XI DPR RI paling lambat Triwulan | 2024.

8. Komisi XI DPR RI menyetujui penggunaan kelebihan penerimaan Tahun
2022 sebesar Rp20.985.342.005,00 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Rupiah),
yang akan digunakan sebagai tambahan pendanaan Imbalan Kerja Jangka
Panjang (IJPL) pada RKA OJK Tahun 2023.

5. | Rapat Internal dan 1. Laporan dari Panitia Tertutup.

Rapat Panitia Seleksi calon Anggota
Seleksi BS OJK dan calon
Anggota BS LPS;

2. Pengambilan
Keputusan calon
Anggota BS OJK dan
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
calon Anggota BS LPS
yang lolos ke tahap
berikutnya;
3. Penjadwalan Fit and
Proper Test calon
Anggota BS OJK dan
calon Anggota BS
LPS;
4. Membahas surat
masuk mengenai KAP
BPK;
5. Dan lain-lain.
Rapat dilaksanakan
tanggal 22 November
2023.
6. | Provinsi Bali, Kunjungan kerja tanggal Dukungan Bl terhadap UMKM di Bali.
Kabupaten Bangli 23 — 26 November 2023.
(PIC: Bank
Indonesia)
7. | Provinsi Bali, Pelindungan konsumen oleh OJK di Bali.
Kabupaten Badung
(PIC: OJK)
8. | Provinsi Bali, Dukungan LPEI terhadap UMKM berorientasi eskpor di Bali.
Kabupaten
Karangasem
(PIC: LPEI)
6. | Rapat Dengar Uji Kepatutan dan Uji Tertutup

Pendapat Umum

Kelayakan Calon Badan
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

dengan Calon Badan
Supervisi Otoritas

Supervisi Otoritas Jasa
Keuangan tanggal 27

Jasa Keuangan November 2023.
(Pansel 1)
7. | Rapat Dengar Uji Kepatutan dan Uji Tertutup
Pendapat Umum Kelayakan Calon Badan
dengan Calon Badan | Supervisi Otoritas Jasa
Supervisi Otoritas Keuangan tanggal 27
Jasa Keuangan November 2023.
(Pansel 2)
8. | Rapat Dengar Uji Kepatutan dan Uji Tertutup
Pendapat Umum Kelayakan Calon Badan
dengan Calon Badan | Supervisi Lembaga
Supervisi Lembaga | Penjamin Simpanan
Penjamin Simpanan | tanggal 27-28 November
(Pansel 3) 2023.
9. | Rapat Dengar Uji Kepatutan dan Uji Tertutup
Pendapat Umum Kelayakan Calon Badan
dengan Calon Badan | Supervisi Lembaga
Supervisi Lembaga | Penjamin Simpanan
Penjamin Simpanan | tanggal 27 November
(Pansel 4) 2023.
10. | Rapat Dengar Uji Kepatutan dan Uji Tertutup

Pendapat Umum
dengan Calon Badan
Supervisi Otoritas
Jasa Keuangan
(Pansel 1)

Kelayakan Calon Badan
Supervisi Otoritas Jasa
Keuangan tanggal 28
November 2023.
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Pendapat Umum
dengan KAP Calon
Pemeriksa Laporan
Keuangan BPK
Tahun 2023

kelayakan (fit and proper
test) KAP Calon
Pemeriksa Laporan
Keuangan BPK Tahun
2023 tanggal 29
November 2023.

mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut:
1) KAP Nugroho & Rekan;

2) KAP Dian Utami;

3) KAP Drs. Kartoyo & Rekan;

4) KAP Gideon Adi & Rekan.

2. Terdapat 2 (dua) KAP Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun
2023 yang berhalangan hadir yaitu:
1) KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan;
2) KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
11. | Rapat Dengar Uji Kepatutan dan Uji Tertutup
Pendapat Umum Kelayakan Calon Badan
dengan Calon Badan | Supervisi Otoritas Jasa
Supervisi Otoritas Keuangan tanggal 28
Jasa Keuangan November 2023.
(Pansel 2)
12. | Rapat Dengar Uji Kepatutan dan Uji Tertutup
Pendapat Umum Kelayakan Calon Badan
dengan Calon Badan | Supervisi Lembaga
Supervisi Lembaga | Penjamin Simpanan
Penjamin Simpanan | tanggal 28 November
(Pansel 4) 2023.
13. | Rapat Internal Pengambilan keputusan Tertutup
Komisi XI DPR RI terhadap 9 (Sembilan)
orang calon Anggota BS
OJK dan 7 (Tujuh) orang
calon Anggota BS LPS
tanggal 28 November
2023.
14. | Rapat Dengar Uji kepatutan dan 1. KAP Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 yang
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Keuangan Republik
Indonesia (BPK RlI)

dan Tahun Anggaran
berikutnya tanggal 30
November 2023.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. Masing-masing Calon memaparkan materi sebagai berikut:
1) Tujuan Audit;
2) Objek Pemeriksaan;
3) Metode Pemeriksaan;
4) Upaya Menjamin Kualitas Pemeriksaan;
5) Subyek Pelaksana Pemeriksaan;
6) Jangka Waktu Pemeriksaan;
7)  Keandalan KAP dibanding KAP lainnya
Penjelasan terkait Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan KAP Calon Pemeriksa
Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
15. | Rapat Internal Pengambilan keputusan 1 | Tertutup
Komisi XI DPR RI (satu) KAP yang akan
melakukan Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan
BPK Tahun 2023 tanggal
29 November 2023.
16. | Rapat Konsultasi Mekanisme Tertutup
dengan Penganggaran BPK RI
Badan Pemeriksa Tahun Anggaran 2025
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LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN LEGISLASI

NO JUDUL RUU/PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. 7 (tujuh) RUU Kab/Kota | Rapat Panja Badan Legislasi, 1. Pembahasan hasil kajian harmonisasi terhadap 7 (tujuh)
di Provinsi Sumatera Selasa 21 November 2023 Pk. RUU Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Term II). RUU
Barat (Term Il) 13.00 dalam rangka tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat,
pengharmonisasian 7 (tujuh) RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat,
RUU Kab/Kota. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, RUU
Tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, RUU
tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat,
RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat,
dan RUU Tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi
Sumatera Barat.

2. Pengusul RUU dapat menerima hasil kajian yang
disampaikan oleh Panja dan RUU Kab/Kota yang terkait
akan disesuaikan dengan masukan/pandangan yang
disampaikan oleh Panja.

3. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan
Keputusan atas hasil Pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan Konsepsi 7 (tujuh) RUU Kab/Kota di
Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan sebelum penutupan
Masa Sidang Il TS 2023-2024.

2. RUU tentang Statistik FGD dengan BPS dalam rangka | FGD dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Legislasi dan
penyusunan RUU, Rabu 22 Tenaga Ahli Anggota.
November 2023 Pkl. 09.00 s.d.
selesai di Hotel Royal Kuningan.

3. Rapat Koordinasi Sekretariat Dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Peraturan
Badan Legislasi dengan Tenaga | DPR Rl tentang Tata Tertib.
Ahli Badan Legislasi, Kamis 23
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NO JUDUL RUU/PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
November 2023 pukul 10.00
WIB.
4, Delegasi Aksi Bersama | Rapat Audiensi Badan Legislasi |1. Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H.,
Desa Menuntut Revisi DPR RI, Kamis 23 November M.H. dan Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Ach.
UU Nomor 6 Tahun 2014 | 2023 pukul 13.00 WIB. Baidowi, S.Sos., M.Si., menerima Delegasi Aksi Bersama
tentang Desa. Desa.

2. Perwakilan dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa
Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional
Persatuan Perangkat Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi
Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota
BPD Seluruh Indonesia), PPDI, dan KOMPAKDESI
mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU
tentang Desa dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Desember
2023 yang akan datang.

3. Pimpinan Badan Legislasi akan menyelesaikan
pembahasan RUU tersebut apabila Bamus DPR Rl
menugaskan pembahasannya kepada Badan Legislasi.

5. RUU tentang Statistik FGD dengan BPS dalam rangka | FGD dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Legislasi dan
penyusunan RUU, Rabu 29 Tenaga Ahli Anggota.

November 2023 Pkl. 09.00 s.d.
selesai di Hotel Aston Kartika

Jakarta.
6. RUU tentang Provinsi Rapat Panja Badan Legislasi, 1. Rapat Panja dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan
Daerah Khusus Jakarta | Rabu 29 November 2023 Pkl. Legislasi Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si dan bersifat
13.00 dalam rangka penyusunan tertutup.
RUU. 2. Laporan Ketua Panja kepada Rapat Badan Legislasi

dijadwalkan sebelum penutupan Masa Sidang Il Tahun
Sidang 2023-2024 tanggal 5 Desember 2023.

7. Rapat Pleno Badan Legislasi Rapat Badan Legislasi menyepakati/menyetujui:
dalam rangka Pengambilan
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Keputusan hasil penyusunan
RUU, Senin 4 Desember 2023
pukul 13.00 WIB.

1. Menerima Laporan Ketua Panja penyusunan RUU
tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2. Berdasarkan pandangan mini 8 (delapan) Fraksi (F-PDI
Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasDem, F-PKB, F-
PDemokrat, F-PAN, dan F-PPP) yang telah
disampaikan, menyatakan menyetujui hasil penyusunan
RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan
catatan-catatan sebagaimana tertuang dalam
pandangan fraksi untuk diproses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
1 (satu) Fraksi (FPKS) menolak hasil penyusunan RUU
tersebut.

2 (dua) RUU Kab/Kota di
Provinsi Sumatera Barat
(Term 1)

Rapat Panja Badan Legislasi,
Senin 4 Desember 2023 PkI.
15.00 dalam rangka
pengharmonisasian RUU.

1. Pembahasan hasil kajian harmonisasi terhadap 2 (dua)
RUU Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat (Term II).
RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera
Barat, RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi
Sumatera Barat.

2. Pengusul RUU dapat menerima hasil kajian yang
disampaikan oleh Panja dan RUU Kab/Kota yang terkait
akan disesuaikan dengan masukan/pandangan yang
disampaikan oleh Panja.

3. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan
Keputusan atas hasil Pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan Konsepsi akan dilakukan terhadap 9
(sembilan) RUU Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat
dan dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 PkI.
16.00 WIB.

9 (Sembilan) RUU
tentang Kabupaten/Kota

Rapat Pleno Badan Legislasi,
Senin 4 Desember 2023 pukul
16.00 WIB dalam rangka

Rapat Badan Legislasi memutuskan menyetujui:
1. Menerima Laporan Ketua Panja pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 9 (Sembilan)
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Pengambilan
Keputusan/Pendapat Akhir
Fraksi atas hasil
pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan
konsepsi 9 (Sembilan) RUU
tentang Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat.

RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat yaitu: RUU tentang Kabupaten/Kota di Sumatera
Barat, yaitu: RUU tentang Kota Payakumbuh, RUU
tentang Kota Sawahlunto, RUU tentang Kota Solok, RUU
tentang Kota Bukittinggi, RUU tentang Kota Padang
Panjang, RUU tentang Kota Padang, RUU tentang
Kabupaten Sijunjung, RUU tentang Kabupaten Tanah
Datar, dan RUU tentang Kabupaten Solok.

Berdasarkan pandangan mini 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI
Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasDem, F-PKB, F-
P Demokrat, FPKS, F-PAN, dan F-PPP) yang telah
disampaikan menyatakan menyetujui hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi 9 (Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat diusulkan menjadi RUU Usul
DPR dan diserahkan kepada Pengusul RUU untuk
diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR R
tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR Rl tentang Tata
Cara Pembentukan Undang-Undang.
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1. KSR - BKSAP 9™ Mikta Speakers Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi tuan rumah

Consultation tanggal 20 pertemuan internasional 9" MIKTA Speakers’ Consultation yang

November 2023. diadakan di Hotel Kempinski, Jakarta pada tanggal 20 November

2023. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerja sama multilateral
5 negara middle power yakni Meksiko, Indonesia, Republik Korea,
Turkiye, dan Australia. MIKTA yang merupakan anggota negara G20
ini dibentuk pada tahun 2013 untuk menjembatani kepentingan antara
negara maju dan berkembang dalam menghadapi isu global.

Adapun dalam pertemuan kali ini tema yang diangkat adalah
“Strenghten Multilateralism, Adressing Intergenerational Challenges”
yang dibahas secara komprehensif dalam 3 sub-tema, yakni; 1)
Global Governance in Question: How Parliaments shoul act? 2)
Climates Actions beyond pledges and commitments, dan 3)
Harnessing the Power of the Youth: a better future. Adapun di sela-
sela kegiatan, para Head of Delegations berkunjung ke Istana
Merdeka dan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Ir. H.
Joko Widodo, untuk membahas dinamika geopolitik global, termasuk
kondisi terkini antara Palestina dan Israel.

Pada pertemuan kali ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dr. (HC) Puan Maharani, Ketua National Assembly
Republik Korea, Kim Jinpyo, Ketua Grand National Assembly Republic
Turkiye, Prof. Dr. Nurman Kurtulmus, Sekretaris Senat Republik
Meksiko, Hon. Ms. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, dan
Wakil Senat Autralia, Senator Andrew McLachlan, menyepakati Chair
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Statement yang menggarisbawahi peneguhan komitmen MIKTA
dalam memperkuat multilateralisme dengan mempererat diplomasi

parlemen.
2. KSB - BKSAP Kunjungan GKSB Lithuania | GKSB DPR RI - Parlemen Lithuania yang dipimpin oleh Drs.
tanggal 20 — 26 November Mohammad Toha (F-PKB) mengadakan kunjungan ke Vilnius,
2023 Lithuania pada tanggal 20 — 26 November 2023. Delegasi
beranggotakan:

1. Ina Ammania (F-PDIP)

A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra (F-PG)
Mf. Nurhuda Y. (F-PKB)

Dr. Fahmi Alaydroes (F-PKS)

Ibnu Mahmud Bilalludin (FPAN)

kR owdp

Pada kunjungan tersebut, delegasi berkesempatan bertemu dengan:

1. Komite Luar Negeri Parlemen Lithuania
Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen (Seimas)
Lithuania melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan
Komite Luar Negeri Parlemen Lithuania di kota Vilnius, pada
Rabu (22/11/2023). Dalam pertemuan yang konstruktif ini, kedua
negara merayakan 30 tahun hubungan diplomatik yang solid
antara Indonesia dan Lithuania.
Selanjutnya, Delegasi juga bertemu dengan Group for Inter-
Parliamentary Relations with ASEAN Parliament of Lithuania.
Selain membahas potensi kerja sama ASEAN, Delegasi juga
menyampaikan suksesi keketuaan Indonesia dalam AIPA, dan
langkah-langkah menuju kemitraan berkelanjutan

2. Wakil Ketua Parlemen Lithuania dan Ketua Kelompok
Persahabatan Lithuania - ASEAN
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Setelah menghabiskan hari dengan berdiskusi dan bertukar
pandangan, Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI-
Lithuania merayakan hubungan yang semakin erat dengan
menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh Seimas
Lithuania, yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Seimas
Lithuania Radvilé Morkinaité-Mikuléniené dan Ketua Kelompok
Persahabatan Lithuania-ASEAN Vilius Semeska.

Suasana akrab dipenuhi oleh senyum, cerita, dan rasa
kebersamaan antara Indonesia, Lithuania, dan negara-negara
ASEAN. Delegasi menuangkan pandangan bersama mengenai
masa depan hubungan ini, membangun persahabatan yang kuat
untuk kerja sama lintas negara.

3. Konfederasi Industrialis Lithuania
Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Lithuania bertemu dan
berdiskusi dengan pihak Konfederasi Industrialis Lithuania (LPK),
Direktur Business Council Remigijus Kabecius memaparkan
peluang kolaborasi yang menjanjikan. Dari industri aviasi hingga
teknologi pertanian canggih, kedua negara tengah bersiap
membuka pintu untuk pertukaran inovasi. Turut hadir dalam
pertemuan tersebut, Konsul Kehormatan RI Y.M. lbu Vytaute
Skankaitiene yang telah banyak berkontribusi pada peningkatan
kerja sama ekonomi kedua negara.

4. Wakil Menteri Luar Negeri Lithunia
Agenda Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Lithuania di Vilnius,
dilanjutkan dengan pertemuan dengan Wakil Luar Negeri
Lithuania Jonas Survila. Delegasi berdiskusi mengenai upaya
peningkatan kerja sama dibidang politik, ekonomi, dan teknologi
antara kedua negara. Pertemuan ini merupakan respons positif
terhadap kunjungan Menlu Lithuania ke Indonesia pada bulan
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lalu. Pembahasan berfokus pada dukungan keanggotaan
Indonesia di OECD, percepatan penyelesaian EU-CEPA, hingga
dukungan solidaritas dalam mendesak penyelesaian konflik
Rusia-Ukraina. Pertemuan ini menorehkan sejarah dalam
membangun hubungan diplomatik yang erat dan berkelanjutan
antara Indonesia dan Lithuania.

5. PPI Lithuania dalam kegiatan “Indonesia Night: A Night into
the Heart of Archipelago
Menutup rangkaian kunjungan kerja GKSB DPR RI - Parlemen
Lithuania, Delegasi berkesempatan menghadiri acara "Indonesia
Night: A Night into the Heart of Archipelago" yang
diselenggarakan oleh PPI Lithuania di Vilnius Tech Campus.
Pada acara yang bertujuan untuk mempromosikan budaya
Indonesia tersebut, ditampilkan penampilan tarian "Klono
Sewandono", Talkshow Batik, serta Batik Fashion Show. Tak
lupa, Delegasi mengajak mahasiswa Lithuania merasakan
kelezatan kuliner khas Indonesia. Acara ini sukses
mempromosikan keindahan budaya Indonesia di Lithuania.

3. KSB - BKSAP Kunjungan GKSB Denmark | GKSB DPR RI - Parlemen Denmark yang dipimpin oleh Dr. Saleh
tanggal 20 — 26 November Partaonan Daulay (F-PAN) mengadakan kunjungan ke Copenhagen,
2023. Denmark pada tanggal 20 — 26 November 2023. Delegasi
beranggotakan:

1. Muhammad Salim Fakhry (F-PG)
Singgih Januratmoko Sisworo (F-PG)
Ardhya Pratiwi Setyowati (F-PGerindra)
Julie Sutrisno Laiskodat (F-PNasdem)
Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)

o wo

Pada kunjungan tersebut, delegasi berkesempatan bertemu dengan:
1. Komisi Luar Negeri Parlemen Denmark
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GKSB DPR RI - Parlemen Denmark yang dipimpin Dr. Saleh
Partaonan Daulay(F-PAN) diterima oleh Hon. Mr. Michael
Aastrup Jensen, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Denmark
beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB DPR RI - Parlemen
Denmark berterima kasih atas penerimaan yang hangat oleh
Parlemen Denmark dan mengapresiasi Denmark yang telah
mendukung upaya - upaya transisi energi dan peningkatan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui kerangka
bilateral maupun melalui kerangka kerja sama Uni Eropa -
Indonesia. Hubungan diplomatik yang telah tercipta antara Rl -
Denmark selama 73 tahun hendaknya dapat terus berkembang
menjadi kemitraan strategis. Selain itu, Delegasi GKSB Denmark
juga mengapresiasi langkah konkrit yang telah diambil Parlemen
Denmark dalam menjaga kebebasan beragama dengan
mengkriminalisasi penodaan atau perlakuan tidak terhormat
terhadap kitab suci maupun objek keagamaan lainnya. Langkah
yang telah diambil tersebut tentunya sejalan dengan konstitusi
Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi semua
pemeluknya.

Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Denmark, Hon. Michael
Aastrup Jensen menyambut baik kehadiran Delegasi GKSB di
Kopenhagen dan menilai bahwa Indonesia merupakan mitra
penting di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Pasifik. Pihaknya
berharap dengan adanya pertemuan antar-parlemen tersebut
dapat menggali potensi kerja sama antara RI - Denmark
khususnya dalam kerja sama politik, perdagangan dan saling
dukung pada organisasi internasional. Parlemen Denmark juga
menyatakan ketertarikan Denmark dalam meningkatkan kerja
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sama dibidang kemaritiman, kebudayaan dan toleransi
beragama.

Kantor Perwakilan Khusus untuk Kebebasan Beragama atau
Berkeyakinan Kementerian Luar Negeri Denmark

Kantor Perwakilan Khusus Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri Denmark
yang menandai komitmen Pemerintah Denmark dalam menjaga
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, Kantor
tersebut juga bertujuan untuk memperkuat dialog antara
Denmark dan negara sahabat dalam aspek dialog antar-agama
dan keyakinan dan kerukunan beragama. Diskusi antar-agama
merupakan salah satu fokus kerja sama Denmark dengan
Indonesia yang sejalan dengan konstitusi kedua negara dalam
menjamin kebebasan beragama.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Denmark, Dr. Saleh Partaonan
Daulay menyampaikan harapan agar kedua negara dapat terus
berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam dialog antar-
agama dan kebebasan beragama. Masyarakat Indonesia
memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal lka dalam menjaga
toleransi beragama dan keyakinan pada kehidupan sehari - hari.

Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan bahwa Indonesia
akan selalu mendukung Kemerdekaan Palestina dan mengajak
Pemerintah Denmark untuk melihat konflik Israel dan Palestina
melalui sisi kemanusiaan dan bukan konflik antar kelompok
beragama.

3. Duta Besar Rl untuk Denmark dan Lithuania beserta jajaran
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Dalam jamuan makan malam yang hangat tersebut, Delegasi
GKSB DPR RI - Parlemen Denmark mengapresiasi penerimaan
yang baik oleh KBRI Kopenhagen dalam menerima dua delegasi
GKSB, yaitu GKSB Denmark dan GKSB Lithuania dalam waktu
bersamaan. Disampaikan juga hasil - hasil pertemuan dengan
Komisi Luar Negeri Parlemen Denmark dan Kantor Perwakilan
Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kementerian
Luar Negeri Denmark.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Denmark, Dr. Saleh Partaonan
Daulay (F-PAN) memandang kedua negara memiliki banyak
potensi kerja sama yang perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama
antar-parlemen, antar-pemerintah ataupun antar-masyarakat.

4, KSR - BKSAP The 3 Inter-Regional EP- Ketua BKSAP DPR R, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc (F-PGerindra) dan
AIPA Dialogue Meeting di Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, MBA (F-
Strasbourg, Perancis PDemokrat) menghadiri pertemuan 3rd Inter-Regional European

tanggal 22 November 2023. | Parliament (EP) - ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)
Meeting di Strasbourg, Prancis, pada tanggal 22 November 2023.

Pertemuan tersebut membahas beberapa isu krusial yaitu terkait EP-
AIPA Joint Assembly, perdagangan dan investasi, transisi energi,
transisi digital, dan juga perdamaian dan keamanan.

Salah satu topik penting dalam pertemuan tersebut adalah isu
kemanusiaan di Gaza yang diangkat secara spesifik oleh Delegasi
DPR Rl serta sikap Indonesia yang mengutuk keras serangan brutal
Israel terhadap warga sipil palestina yang telah menyebabkan
jatuhnya korban sebanyak paling tidak 14.000 jiwa, serta serangan
yang menyasar ke rumah sakit dan tempat ibadah.
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d. KSR - BKSAP Sidang ke-31 Asian Pacific | Delegasi DPR Rl yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP, Achmad

Parliamentary Forum, Hafisz Tohir (F-PAN) dengan Anggota BKSAP Vanda Sarundajang (F-

Filipina tanggal 21 - 27 PDIP), Hugua (F-PDIP), Himmatul Aliyah (F-PGerindra), Dr. Arzeti

November 2023. Bilbina (F-PKB), Dr. Syahrul Aidi Maazat (F-PKS), Dr. Asman Abnur

(F-PAN) dan Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP) hadir secara lengkap
dalam rangkaian Sidang Tahunan ke-31 APPF yang dilaksanakan
pada 23-26 November 2023 di Philippines International Convention
Center (PICC), Manila - Filipina.

Kegiatan hari pertama terdiri dari Sidang Executive Committe yang
membahas agenda dan program Sidang Tahunan ke-31 APPF dan
menyepakati draft-draft Resolusi terkait isu-isu Politik, Ekonomi,
Regional, dan Perempuan untuk dibahas pada Sidang-sidang
Working Group. Selanjutnya dilaksanakan Sidang Women
Parliamentarians berisi penyampaian statement dan Sidang Working
Group on Political and Security Matters yang membahas Draft-draft
Resolusi usulan dari beberapa negara APPF termasuk Indonesia.
Pada sore hari, digelar Upacara Pembukaan Sidang Tahunan ke-31
APPF yang dibuka secara resmi oleh Senate President Zubiri dan
House Speaker Romualdez.

Pada sidang Working Group on Political and Security Matters,
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Syahrul Aidi Maazat (F-PKS)
menyampaikan Draft Resolusi usulan Indonesia bertajuk “Enhancing
Maritime Security Cooperation in Asia-Pacific’. Delegasi Indonesia
juga menyampaikan intervensi dan masukan terhadap draft resolusi
bertajuk “Combatting Transnational Crimes” yang merupakan Agenda
ltem kedua pada Sidang Working Group tersebut.

Sidang Working Group merupakan forum negosiasi bagi Delegasi
yang mengajukan Draft Resolusi atau Delegasi yang memiliki
kepentingan bersama terhadap suatu Draft Resolusi. Hasil dari Sidang
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Working Group akan dibahas Kembali dalam Drafting Committee
sebelum diadopsi pada Sidang Pleno APPF.

Dalam sidang Parlemen Perempuan APPF, Delegasi Indonesia yang
diwakili oleh Anggota BKSAP DPR RI, Vanda Sarundajang (F-PDIP),
Himmatul Aliyah (F-PGerindra) dan Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP)
menyampaikan pandangan Indonesia terkait isu Gender and
Sustainable Development Goals.

Dalam statement-nya, Delegasi Indonesia menekankan tentang
kesetaraan gender yang memainkan peran integral dalam mendorong
pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam SDGs
Goal 5 di mana proses pengambilan keputusan harus bersifat
partisipatif, responsif, adil, dan inklusif.

Sementara, Himmatul Aliyah menyampaikan statement terkait isu
Women's Participation and Leadership yang menegaskan bahwa
parlemen dan anggota parlemen memiliki tugas penting dalam
mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi dan kepemimpinan perempuan, terutama melalui fungsi
pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan.
Sidang ke-31 APPF dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari 20 negara di
Kawasan Asia Pasifik.

6. KSR - BKSAP APA Executive Committee Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc (F-PGerindra) selaku Ketua
Meeting, Antalya — Turkey Delegasi Indonesia bersama Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba
tanggal 26 — 29 November | Putri, MCOMN&MEDIAST (F-PDIP), Syaikhul Islam, SHI (F-PKB) dan
2023. Primus Yustisio, MAP (F-PAN) menghadiri gelaran Sidang Executive
Council of Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turkiye
(26-29/11/23).
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Sidang Executive Council APA beragendakan: (1) courtesy call di
antara Pimpinan Delegasi yang hadir; (2) penentuan Presiden dan
Wakil Presiden APA berikutnya sekaligus lokasi pelaksanaan Sidang
Pleno ke-14 APA; (3) pembahasan teknis dan gramatikal berbagai
rancangan resolusi yang telah diadopsi pada Sidang-Sidang Komite
Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Politik, Sosial dan Budaya
dan perencanaan dan anggaran organisasi APA, serta (4)
Pembentukan Komisi Perempuan APA.

Dalam sidang tersebut, Parlemen Anggota APA menyepakati
pembentukan Komisi Palestina yang membahas isu terkait Palestina

Sidang dihadiri oleh 19 (sembilan belas) Parlemen Negara Anggota
APA dan berhasil mengadopsi 7 rancangan resolusi dibidang ekonomi
dan pembangunan berkelanjutan, 15 rancangan resolusi dibidang
sosial dan budaya, 1 resolusi dibidang perencanaan dan anggaran
organisasi APA, serta 1 resolusi dibidang politik, pembentukan Ad-hoc
Standing Committee on Palestine.

7. KSB - BKSAP Virtual Meeting Ketua Ketua BKSAP DPR R, Dr. Fadli Zon menghadiri undangan Virtual
BKSAP DPR Rl dengan Meeting dengan Hon. Mr. David Soarez, Ketua Kelompok
Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Brazil — Indonesia.
Persahabatan Parlemen
Brazil — Indonesia tanggal Pertemuan membahas penguatan hubungan antar parlemen antara
29 November 2023. kedua negara yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam

memperkuat hubungan bilateral Rl — Brazil. Ketua BKSAP juga
menekankan kesamaan posisi Indonesia dan Brazil dalam
memandang perjuangan kemerdekaan Palestina.
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Kedua pihak juga membahas potensi penguatan kerja sama ekonomi
dan perdagangan antara kedua negara, termasuk negosiasi Indonesia
— MERCOSUR Comprehensive Economic Partnership Agreement
yang sedang berlangsung.

8. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua BKSAP | Ketua BKSAP DPR R, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menerima Duta
DPR Rl dengan Duta Besar | Besar Kazakhstan untuk Indonesia, H.E. Serzhan Abdykarimov
Kazakhstan untuk Indonesia | (01/12/23).

tanggal 1 Desember 2023.
Ketua BKSAP menyambut kehadiran Duta Besar Kazakhstan untuk

Indonesia, H.E. Serzhan Abdykarimov serta berharap penugasan
beliau di Indonesia dapat berkontribusi positif dalam peningkatan
hubungan bilateral Indonesia — Kazakhstan yang tahun ini genap
berusia 30 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BKSAP juga
menyampaikan hasil kunjungan diplomasi BKSAP DPR Rl ke
Kazakhstan pada bulan November lalu dan potensi kerja sama kedua
negara yang dapat direalisasikan, salah satunya Sister City antara
Nusantara dan Astana.

Duta Besar Kazakhstan berterima kasih atas penerimaan yang hangat
oleh Ketua BKSAP DPR RI dan menyampaikan bahwa Kazakhstan
memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dari segi
multikulturalisme dan masyarakat multietnis. Kedua negara dapat
saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menjaga
kerukunan budaya dan dialog antar agama. Selain itu, pihaknya juga
menyampaikan bahwa Kazakhstan dan Indonesia sedang dalam
proses finalisasi perjanjian kerja sama dalam perlindungan investasi
dan Double Taxation Avoidance (DTA).
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Duta Besar Kazakhstan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan
mendukung upaya — upaya penguatan kerja sama antar-parlemen
Indonesia — Kazakhstan dan mendorong agar Ketua Parlemen, Grup
Kerja Sama Bilateral serta komisi — komisi parlemen kedua negara
untuk mengadakan saling kunjung.

9. KSB - BKSAP Pertemuan Ketua BKSAP Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerima kedatangan Delegasi
dengan Ulama Islam Pakistan dipimpin oleh Mr. Muhammad Ali Khan Saif, yang
Pakistan tanggal 1 beranggotakan berbagai kalangan mulai dari politisi, tokoh pimpinan
Desember 2023. komunitas agama, pengacara, aktivis, hingga jurnalis. Pertemuan

menggambarkan kolaborasi erat antara dua negara yang kaya akan
sejarah dan nilai-nilai pluralitas.

Pentingnya diplomasi parlemen dalam mencapai tujuan bersama
menjadi sorotan utama, dengan penekanan pada kerja sama dalam
forum internasional seperti PUIC, IPU, dan APA. Fadli Zon dan
delegasi Pakistan menggarisbawahi peran vital parlemen sebagai
manifestasi dari prinsip Shura dalam Islam, yang membantu
menciptakan masyarakat yang inklusif dan stabil.

Delegasi juga sempat menyampaikan tantangan dan peluang dalam
memperkuat peran perempuan dalam politik, menjaga harmoni dan
penyelesaian konflik, serta menciptakan keselarasan antara
demokrasi dan nilai-nilai Islam. Suatu pertemuan yang memaparkan
tekad bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

10. | KSB - BKSAP Pertemuan Wakil Ketua Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana berdialog
BKSAP dengan Direktur dengan Direktur Kerja sama Parlemen Eropa denga ASEAN Antoine
Kerja Sama Parlemen Eropa | Ripoll tentang kerja sama Indonesia dan Uni Eropa. Keduanya
dengan ASEAN tanggal 4 membahas langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan hubungan
Desember 2023. bilateral, mempercepat negosiasi IEU-CEPA, serta mendukung
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pengembangan ekonomi berkelanjutan dan perjuangan bersama
melawan perubahan iklim

11. | KSB - BKSAP Pertemuan Pimpinan Ketua BKSAP DPR R, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan Wakil Ketua
BKSAP dengan Yayasan - BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) menghadiri
Yayasan Politik Jerman pertemuan dengan Duta Besar Jerman, Y.M. Ina Lepel beserta

tanggal 4 Desember 2023. | Yayasan - Yayasan Politik Jerman (04/12/23).

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa BKSAP DPR Rl
menyambut baik rencana kerja sama antara DPR Rl dengan Yayasan
- Yayasan Politik Jerman dan mengharapkan agar kerja sama dan
kolaborasi kedua pihak tersebut dapat segera diintensifkan kembali,
khususnya kerja sama — kerja sama antar-parlemen, penguatan
demokrasi dan capacity building.

Pimpinan BKSAP DPR RI juga menyampaikan beberapa agenda
mendatang BKSAP di tahun 2024 seperti INDONESIA PACIFIC
PARLIAMENTARY PARTNERSHIP dan World Water Forum 2024.
Diharapkan kedua pihak dapat berkolaborasi dalam partisipasi di
kedua forum internasional tersebut. Kedua pihak juga
mengagendakan pertemuan bilateral antara delegasi DPR Rl dan
Bundestag di COP28, Dubai.

12. | KSB - BKSAP Pertemuan Pimpinan Agenda Pimpinan BKSAP DPR dilanjutkan dengan pertemuan dengan
BKSAP dengan Duta Besar | Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroujerdi.

Iran untuk Indonesia tanggal | Keduanya sepakat untuk memperkuat komitmen meningkatkan kerja
4 Desember 2023. sama bilateral di berbagai bidang. Dalam pertemuan tersebut, Ketua
BKSAP DPR RI Fadli Zon menyampaikan apresiasi terhadap
kedatangan Duta Besar baru dan menggarisbawahi pentingnya
hubungan parlemen dalam mendukung kemitraan Indonesia-Iran.
Keduanya juga saling membahas berbagai potensi kerja sama
ekonomi, people-to-people contact, dukungan terhadap isu Palestina,
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serta upaya bersama dalam forum parlemen global. Semua ini
menandai langkah positif dalam memperdalam hubungan strategis
antara kedua negara.

13. | KSB - BKSAP Pertemuan Pimpinan Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Gabungan Pengusaha Kelapa
BKSAP dengan GAPKl dan | Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia
APNI tanggal 4 Desember (APNI).

2023.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan upaya BKSAP DPR RI dalam
menyuarakan kepentingan industri Sawit dan Nikel nasional dalam
panggung internasional serta mempromosikan industri sawit dan nikel
yang telah berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kedepannya diharapkan BKSAP DPR RI dapat terus berinteraksi
dengan GAPKI dan APNI dalam menyuarakan kepentingan industri
nasional Indonesia di panggung internasional serta parlemen negara
sahabat lainnya.

14. | KSB - BKSAP Virtual Meeting GKSB Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Aljazair, Dr. Sihar Sitorus (F-
Aljazair dengan Kelompok PDIP) menghadiri pertemuan virtual dengan Kelompok Persahabatan
Persahabatan Parlemen Parlemen Aljazair — Indonesia.

Aljazair — Indonesia tanggal
5 Desember 2023. GKSB DPR RI - Parlemen Aljazair menyambut baik diadakannya

pertemuan virtual dengan counter-partnya, dan berharap pertemuan
ini dapat berkontribusi positif pada hubungan antar-parlemen
Indonesia — Aljazair serta memperkuat hubungan bilateral kedua
negara yang telah terjalin selama 60 tahun. Kelompok persahabatan
kedua parlemen juga diharapkan dapat menjadi jembatan untuk
membuka potensi kerja sama kedua negara di berbagai bidang
seperti ekonomi dan perdagangan, pertahanan dan keamanan serta
sosial budaya.
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Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Aljazair — Indonesia, Hon.
Mr. Mohamed Yazid Benhamouda berharap pertemuan virtual
perdana antara kedua kelompok persahabatan dapat menggali
potensi kerja sama kedua negara serta membahas berbagai rencana
kerja dan program bersama bagi kedua pihak.

Kedua pihak juga berencana saling mengundang counter-partnya
untuk mengadakan kunjungan resmi guna mengintensifkan hubungan
antar parlemen Rl - Aljazair.

15. | KSI - BKSAP 2023 UN Climate Change Delegasi BKSAP DPR Rl yang terdiri dari:
Conference (UNFCCC 1. Fadli Zon / Ketua Delegasi
COP28) di Dubai, UAE 2. Putu Supadma Rudana
tanggal 4 — 9 Desember 3. Achmad Hafisz Tohir
2023. 4. Dyah Roro Esti Widya Putri

5. Bimantoro Wiyono
6. Linda Megawati
7. Ema Umiyyatul Chusnah

Menghadiri 2023 UN Climate Change Conference (UNFCCC COP 28)
di Dubai, Persatuan Emirat Arab.
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1. | DPRD Kabupaten Menerima audiensi tanggal 20 Konsultasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lampung
Lampung Timur November 2023. Timur mengenai mekanisme persidangan pelanggaran kode

etik dan mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran
tersebut kepada Anggota DPRD.

2. | DPRD Kota Menerima audiensi 21 November 2023. | Tema: Peningkatan tugas pokok dan fungsi Badan
Pekalongan Kehormatan terkait dengan kinerja DPRD Kota Pekalongan.
3. Paket Meeting di Griya Sabha Kopo Tema:
tanggal 20 - 22 November 2023. - Etik Anggota DPR dari Perspektif Hak Kekayaan

Intelektual; Menggunakan Barang Merk Palsu;
- Kerja sama dengan Otoritas IT.

4, Paket Meeting di Griya Sabha Kopo Tema:
tanggal 23 - 25 November 2023. - Konflik Kepentingan Anggota DPR Memiliki Saham di
Perusahaan dan Kaitannya dengan Dugaan
Pelanggaran Etik;

- Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil
Rakyat yang Berparadigma Etis.

5. | DPRD Kabupaten Kunjungan Kerja Mahkamah Dalam Rangka Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang
Ngawi, Provinsi Jawa | Kehormatan Dewan tanggal 28 — 30 Mahkamah Kehormatan Dewan, Tanda Nomor Kendaraan
Timur November 2023. Bermotor (TNKB) Kusus Anggota DPR Rl serta Hak

Imunitas Wakil Rakyat.

6. Paket Meeting di Griya Sabha Kopo Dalam rangka Sharing dan Diskusi dengan tema “Etik

tanggal 1 — 3 Desember 2023. Anggota DPR dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual:

Produk Hak Cipta Bajakan dan All Generated Contents”.
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1. Kunjungan Kerja Dalam | Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program
Negeri dalam rangka Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:
Evaluasi Pelaksanaan 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan
Program Jamkestama, (Stakeholders) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk
Tanggal 20-23 PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara
November 2023 ke program Jamkestama khususnya bagi Anggota DPR | daerah pemilihan
Manado, Sulawesi Papua beserta keluarganya.
Utara. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah
sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama.
3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima
yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi
Anggota DPR Rl dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah
sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai standar.
2. Kunjungan Kerja Dalam | Kunjungan ke Stasiun Kereta Cilacap, Jawa Tengah dalam rangka keprotokolan
Negeri dalam rangka bertujuan:
Evaluasi Pelaksanaan 1. Memastikan PT. KAl telah menyiapkan sarana & prasarana yang dibutuhkan
Keprotokolan, Tanggal pelaksanaan hak protokol yang melekat pada Anggota DPR RI.
24-26 November 2023 2. Mengetahui prosedur keprotokolan bagi Anggota DPR RI saat menggunakan
ke Cilacap, Jawa transportasi kereta.
Tengah. 3. Menggali berbagai permasalahan dan kendala di lapangan dalam
pelaksanaan hak protokol bagi Anggota DPR RI.
3. | Setjen DPRRI Rapat Panja BURT, 1. Tindaklanjut atas surat-surat Pimpinan AKD (Baleg, BKSAP, dan BAKN)
Senin, 27 November tentang usulan perubahan AKUPA DPRRI.
2023. 2. Alokasi jumlah kegiatan kunjungan kerja luar negeri perseorangan dalam
rangka peran diplomasi.
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Agenda Pembahasan
Arah Kebijakan Umum
Pengelolaan Anggaran
(AKUPA) DPR RI Tahun
2024.

Rapat BURT,
Senin, 27 November
2023.

Agenda: Laporan Panja
AKUPA DPR RI Tahun
2024

PT. Asuransi
Jasindo

Kunjungan Kerja Dalam
Negeri dalam rangka
Evaluasi Pelaksanaan
Program Jamkestama:

1. Tanggal 27-29
November 2023 ke
Yogyakarta.

2. Tanggal 30
November - 3
Desember 2023 ke
Denpasar, Bali.

3. Tanggal 4-7
Desember 2023 ke
Medan, Sumatera
Utara.

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:

1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk
PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara
program Jamkestama khususnya bagi Anggota DPR | daerah pemilihan
Papua beserta keluarganya.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah
sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama.

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima
yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi
Anggota DPR Rl dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah
sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai standar.
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